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ABSTRAK 
 
 
Wanto Budi Raharjo, C0505047, 2010, Perumahan dan Hotel Milik 
Mangkunegaran tahun 1917-1937, Skripsi, Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra 
dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini membahas tentang perkembangan Perumahan dan Hotel 
Milik Mangkunegaran tahun 1917-1937. Rumusan masalah penelitian ini adalah 
Bagaimana perkembangan  Perumahan dan Hotel Milik Mangkunegaran tahun 
1917-1937, bagaimana produktivitas rumah dan hotel milik Mangkunegaran. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan  Perumahan dan 
Hotel Milik Mangkunegaran tahun 1917-1937 dan produktivitas rumah dan hotel 
milik Mangkunegaran. 
Penelitian ini memakai metode penelitian sejarah dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan heuristik. Data yang diperoleh selanjutnya 
dikritik secara intern dan ekstern dengan dipadukan studi pustaka sehingga 
menghasilkan fakta-fakta historis. Fakta ini lalu dianalisis dan disusun dalam 
sebuah historiografi. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  rumah dan hotel mulai 
dikembangkan pada masa pemerintahan Mangkunegoro VII (1916 – 1946). Pada 
awalnya pembangunan rumah dilakukan di perkampungan Villapark dengan gaya 
Eropa kemudian dilanjutkan di perkampungan pribumi yaitu kampung Toerisari, 
Gondang, Kestalan, Ketelan, Poerwoeredjo, dan Tagoreweg. Tujuan utama 
didirikannya  rumah dan hotel adalah upaya Mangkunegoro VII dalam 
peningkatan ekonomi Praja Mangkunegaran. Pada awal mulanya produktifitas 
rumah dan hotel mengalami pasang-surut akibat dari struktur tanah yang tidak 
baik dan dipengaruhi oleh biaya perawatan yang mahal. Depresi ekonomi pada 
tahun 1930 juga menambah permasalahan bagi perusahaan Rumah dan Hotel. 
Secara langsung depresi ekonomi dunia berpengaruh pada tingkat persewaan 
rumah-rumah Mangkunegaran.  
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ABSTRACT 
 
 
Wanto Budi Raharjo, C0505047, 2010, Housing And Hotel Owned By 
Mangkunegaran In The Period 1917-1937, Thesis, History Department, Letters 
and Fine Arts Faculty, Surakarta Sebelas Maret University. 
 
This research discusses about the Housing and Hotel Owned by 
Mangkunegaran in the period 1917-1937. The research problem statements are 
how the development of Housing and Hotel Owned by Mangkunegaran in the 
period 1917-1937 is, and how the productivity of Housing and Hotel Owned by 
Mangkunegaran is. The objective of research is to find out the development of 
Housing and Hotel Owned by Mangkunegaran in the period 1917-1937, and the 
productivity of Housing and Hotel Owned by Mangkunegaran. 
This research employed a historical research method with heuristic data 
collection technique. The data obtained was then criticized internally and 
externally by incorporating them with the library study so that the historical facts 
were obtained. The facts were then analyzed and framed into a historiography. 
From the result of research, it can be concluded that the house and hotel 
started to develop during Mangkunegoro VII reign (1916-1946). Originally the 
house construction was done in Villapark settlement with European style, and 
then it was continued in the indigenous settlements such as in kampongs 
Toerisari, Gondang, Kestalan, Ketelan, Poerwoeredjo, and Tagoreweg. The main 
objective of house and hotel establishment was the Mangkunegoro VII’s attempt 
of improving the Praja Mangkunegaran’s economic condition. The productivity of 
house and hotel fluctuated initially due to the bad land structure and because it 
was affected by the expensive maintenance cost. Economic depression in 1930 
also worsened the problems in the House and Hotel. The economic depression 
directly affected the rent rate of Mangkunegara lodging. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada masa Mangkunegara I hingga III, tidak banyak membawa perubahan dalam bidang 
ekonomi di praja Mangkunegaran, karena pada awalnya orientasi pemerintah praja terbatas dalam 
upaya pemusatan dan pengokohan di bidang perkembangan hukum, daerah, maupun penyusunan 
pemerintahan.1 Sebagai sumber pemasukan pihak praja hanya menerima pajak tanah berupa hasil 
bumi dari pemegang tanah apanage. Hal itu disebabkan tanah apanage sebagian besar 
dimanfaatkan untuk usaha pertanian tradisional yang menghasilkan bahan makanan pokok. Pada 
masa pemerintahan Mangkunegara IV banyak tanah apanage itu disewakan kepada pihak swasta 
untuk ditanami tanaman eksport seperti kopi, tebu, kina, dan indigo.2 
 Ketika Mangkunegara IV memegang tampuk pemerintahan, pada tahun 1862  tanah-tanah 
apanage itu ditarik kembali dan dikuasai secara langsung oleh praja Mangkunegaran. Maka dari 
itu para kerabat raja dan narapraja, baik abdi dalem maupun legiun sebagai pemegang tanah 
apanage tidak lagi menerima tanah lungguh sebagai gaji tetapi hanya menerima uang setiap 
bulannya.3 Selain itu Mangkunegara IV juga berusaha merubah struktur perekonomian dalam 
wilayahnya. Mangkunegara IV tertarik dengan sistem pertanian komersial atau perusahaan 
perkebunan yang dijalankan oleh pemerintah Kolonial Belanda.  
Setelah Mangkunegara IV meninggal dan digantikan oleh keturunannya yaitu 
Mangkunegara V, keuangan praja benar-benar mengalami kehancuran bahkan mencapai tingkat 
defisit hingga terlibat hutang yang banyak terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Kehancuran 
keuangan tersebut selain karena rusaknya tanaman kopi dan tebu, juga adanya kesalahan 
manajemen keuangan praja oleh Mangkunegara V. Adanya hama tanaman dan sere yang 
                                                          
1 Pringgodigdo A.K, Sejarah Perusahaan-Perusahaan Mangkunegaran, (Surakarta: 
Reksa Pustaka, 1985), hal., 2. 
 
2  Ibid, hal., 3.  
 
3  Ibid, hal., 38. 
 
 xviii
menyerang daun tebu dan kopi terutama yang menyerang kopi Jawa, suatu varietas dari kopi 
Arabika, yang paling banyak ditanam pada waktu itu yang menyebabkan turunnya hasil panen.4 
Perekonomian yang telah hancur tersebut kemudian diusahakan dan ditata kembali oleh 
Mangkunegara VI. Beban berat yang harus dipikul Mangkunegara VI adalah membangun kembali 
keuangan Praja Mangkunegaran yang mengalami kemerosotan. Praja Mangkunegaran dililit 
banyak hutang sehingga tidak mampu memberikan gaji kepada pegawainya.5 Tindakan-tindakan 
yang dilakukan Mangkunegara VI tersebut sedikit demi sedikit telah menampakkan hasilnya. 
Beliau dapat mengembalikan kemakmuran bagi Pemerintahan Praja Mangkunegaran. Hutang-
hutang yang menumpuk telah dapat dilunasi, bahkan kondisi keuangan kas Praja Mangkunegaran 
mengalami surplus. 
 Soeryo Soeparto diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi penguasa Praja 
Mangkunegaran setelah Mangkunegara VI meletakkan jabatan atas permintaannya sendiri. 
Soeparto diangkat menjadi Pengageng Pura Mangkunegaran ketika ia baru berumur 21 tahun. 
Pengangkatannya itu terjadi pada tanggal 13 Maret 1916. Pada masa Mangkunegara VII 
Industrialisasi di Mangkunegaran berkembang cukup pesat. Perusahaan Dana Milik 
Mangkunegaran seperti: Pabrik-pabrik gula Colomadu, Tasikmadu dan Perusahaan Serat Nanas 
dikelola cukup baik oleh Mangkunegaran. Kemudian untuk meningkatkan dan mengembangkan 
ekonomi Praja Mangkunegaran, maka Mangkunegaran membangun Rumah dan Hotel di wilayah 
Mangkunegaran pada tahun 1917. Pembangunan Rumah dan Hotel dibangun di perkampungan 
Eropa Villapark dan perkampungan Pribumi seperti Toerisari, Gondang, Kestalan, Ketelan, 
Poerwoeredjo, dan Tagoreweg. 
 Pembangunan tujuh buah rumah baru yang dimulai pada tahun 1917 tidak berjalan lancar 
seperti yang diduga semula. Pekerjaan pemborong berkurang giatnya, bahkan kelihatan akan jatuh 
palit, maka perjanjian pembangunan rumah itu dibatalkan pada bulan Juni 1918, dan penyelesaian 
pembangunan diawasi sendiri. Pada tahun 1918 itu telah dibeli sebuah rumah didekatnya, sehingga 
jumlah rumah yang pada tahun 1917 hanya terdiri dari 3 rumah tinggal dan 1 gudang (di Jebres) 
itu pada akhir tahun 1918 sudah terdiri dari 10 rumah dan 1 gudang. Pada bulan Mei 1917 
                                                          
4 Widyasanti, 2008, Skripsi: Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perkebunan Kopi 
Kerjogadungan Di Karanganyar Pada Tahun 1916-1946, Surakarta, hal., 26. 
 
5 Roeshadi Sambojo, Serat Warsitatama, (Surakarta: Reksopustoko), hal. 23. 
 xix 
selesailah rumah ke tujuh dari rumah – rumah yang mulai dibangun pada tahun 1917. Pada tahun 
1920 jumlah rumah bertambah lagi dengan pembelian 1 buah rumah. Karena terdapat kekurangan 
rumah, pada tahun 1922 di Villa Park (kini bernama Banjarsari) dibangun lagi 3 buah rumah, yang 
dengan segera dapat disewakan. Pada tahun itu diputuskan untuk menukar sebuah rumah model 
Jawa yang dibeli pada tahun 1920 dengan sebuah rumah model Eropa di Beskalan, yang oleh 
orang banyak disebut “rumah singa”.6 
Pada tahun 1927 jumlah rumah bertambah menjadi 9 buah, di antaranya yang 6 buah 
diperoleh dengan membeli dari R.M.P. Gondosumaryo. Pada tahun berikutnya jumlah rumah 
tambah lagi dengan jalan membeli. Juga pada tahun 1934 tambah sebuah rumah dengan jalan 
membeli gedung dari pabrik rokok “priyayi” yang jatuh palit. Dengan merombak 2 buah paviliun 
menjadi sebuah rumah, maka jumlah rumah yang dimliki tahun 1935 bertambah dengan satu. Pada 
akhir tahun 1935 rumah yang dimiliki terdiri dari 31 buah dan 1 buah gedung. Pada tahun 1937 
pemilikan rumah tambah lagi dengan sebuah persil dengan jalan memindahkan bekas rumah 
pabrik gula Kartosuro yang ada di  Baron Solo menjadi milik PG Colomadu, ke dalam Usaha 
Rumah di Kota Mangkunegaran.7 
Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas hasil penelitian dapat ditulis dengan judul “ 
Perumahan dan Hotel Milik Mangkunegaran Tahun 1917-1937”. 
 
 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
 Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana perkembangan Perumahan dan Hotel Milik Mangkunegaran Tahun 1917-
1937? 
2. Bagaimana produktivitas Perumahan dan Hotel Milik Mangkunegaran Tahun 1917-1937? 
                                                          
6 Pringgodigdo A.K, Op.Cit, hal., 205. 
 
7 Ibid. 
 xx 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan permasalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui perkembangan Perumahan dan Hotel Milik Mangkunegaran Tahun 
1917-1937. 
2. Untuk mengetahui produktivitas Perumahan dan Hotel milik Mangkunegaran  tahun 
1917-1937. 
 
D. Manfaat penelitian 
Penulian ini mempunyai dua manfaat yang ingin dicapai, pertama adalah manfaat teoritis 
yang diharapkan bisa menambah pengetahuan baru, terutama pengetahuan mengenai 
perkembangan Perumahan dan Hotel Milik Mangkunegaran. Kedua adalah manfaat praktis yang 
diharapkan mampu menjawab masalah dan memberikan manfaat yang berhubungan dengan 
masalah produktivitas Perumahan dan Hotel milik Mangkunegaran. 
E. Tinjauan Pustaka 
Penulisan sejarah ini menggunakan beberapa literatur dan referensi yang relevan dan 
menunjang tema yang dikaji. Literatur tersebut akan dijadikan bahan acuan untuk mengkaji, 
menelusuri dan mengungkap pokok permasalahan. Literatur yang digunakan antara lain: 
Buku dengan judul Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan 
Setelah Kemerdekaan (2005) yang ditulis oleh Freek Colombijn menjelaskan bahwa sejarah kota-
kota di Indonesia yang lebih terfokus pada perspektif jangka panjang, perencanaan kota dan 
permukiman, sejarah sosial, perubahan ekonomi, konservasi warisan kota dan pendekatan-
pendekatan baru. Perubahan-perubahan sosial ekonomi, kultural, administratif dan konsekuensi-
konsekuensi spasial banyak terjadi di perkotaan. Perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi 
infrastruktur dan peningkatan populasi penduduk kota. 
Selain itu buku dengan judul Sejarah Perusahaan-Perusahaan Mangkunegaran yang ditulis oleh Pringgodigdo 
(1938) menjelaskan perusahaan-perusahaan milik Mangkunegaran baik yang berada di Surakarta maupun di sekitar 
Surakarta. Salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang Rumah dan Hotel di Surakarta.  Perusahaan ini 
dikelola sebaik mungkin oleh Mangkunegaran sebagai aset perekonomian. Perusahaan ini banyak mencapai kesuksesan 
memperoleh keuntungan yang sangat banyak sehingga meningkatkan kehidupan perekonomian dan pendapatan perkapita 
masyarakat Surakarta.  
Skripsi Nina Astiningrum dengan judul Kebijakan Mangkunagara VII Dalam Pembangunan Perkotaan Di 
Praja Mangkunegaran Tahun 1916-1944 terbit (2006) berisi pembaharuan-pembaharuan di kota Surakarta dikhususkan 
pembangunan sarana perkotaan pembangunan sarana umum dan sarana perkotaan. Perkembangan dunia menuntut 
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masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman. Skripsi ini berguna untuk pembangunan sarana penunjang seperti 
taman-taman kota sebagai pelengkap dan daya tarik kota sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha Rumah dan Hotel 
di Surakarta. 
Husodo Pringgokusumo menulis buku dengan judul Sejarah Milik Praja Mangkunegaran (1987). Buku tersebut 
menjelaskan tentang aset-aset Mangkunegaran yang memberikan kontribusi ekonomi sangat besar. Semua aset 
Mangkunegaran dilengkapai fasilitasnya seperti pemasangan instalasi listrik pada rumah-rumah, penambahan mesin-mesin 
giling tebu pada perusahaan-perusahaan gula, perbaikan-perbaikan bendungan di sekitar perusahaan-perusahaan gula 
sehingga hasil tanaman tebu mempunyai kualitas yang lebih bagus dari sebelumnya. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses 
mengumpulkan, menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman-rekaman peninggalan masa lampau dan usaha-
usaha melakukan sintesa dari data-data masa lampau menjadi kajian yang dapat dipercaya.8 Sedangkan menurut Gilbert J. 
Garraghan S.J. dalam Nugroho Notosusanto menyebutkan bahwa metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan 
yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan 
bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintese dalam bentuk tertulis. 
Metode sejarah mempunyai empat tahapan proses penelitian, yang pertama adalah Heuristik yang menjadi 
langkah awal dalam penelitiaan sejarah. Langkah heuristik yang diambil peneliti adalah mencari dan menemukan sumber-
sumber atau data-data. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen seperti arsip Surat perjanjian sewa rumah 
Mangkunegara VII oleh R.M. Sumasutargia di kestalan 1941 kode P. 1718, Berkas Daftar rumah-rumah milik 
Mangkunegara VII, garwa/istri, dan putra-putranya yang disewakan tahun 1941 kode C.99. Berkas rumah antara lain: 50 
gambar rumah kepunyaan Mangkunegara VII kode C.16. 
Tahap kedua adalah Kritik sumber, dalam langkah ini bertujuan untuk mencari keaslian sumber yang diperoleh 
melalui kritik intern dan ekstern.9 Kritik intern bertujuan untuk mencari keaslian isi sumber atau data. Sumber atau data 
berupa fakta-fakta yang benar dan tidak diragukan. Kritik ekstern bertujuan untuk mencari keabsahan arsip dan keaslian 
sumber. Dalam hal ini meliputi materiil yang digunakan seperti dokumen asli dengan bahasa kuno atau Belanda,  kondisi data 
dengan jenis kertas yang sudah rusak dan sangat tua, tinta yang luntur, semuanya dipilah dan dipilih untuk dijadikan sumber 
karena tidak semua arsip dapat dijadikan data. Dalam penelitian ini penulis mencari data-data yang berhubungan dengan 
Perumahan dan Hotel milik Mangkunegaran. 
Tahap ketiga adalah Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap data-data yang dimunculkan dari data yang sudah 
terseleksi. Tujuan interpretasi atau penafsiran sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang 
diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori-teori yang lain, maka di susunlah fakta itu ke dalam suatu 
interpretasi yang menyeluruh.10 Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, kemudian ditafsirkan agar diperoleh 
fakta yang baru. 
Tahap keempat adalah Historiografi, yaitu menyampaikan sumber arsip yang telah diterjemahkan dan disusun 
dalam bentuk kisah sejarah atau penulisan sejarah. Kemudian menceritakan apa yang telah ditafsirkan, menyusun fakta-
fakta dalam suatu sintesis sebagai satu kesatuan yang utuh dengan kata-kata dan gaya bahasa yang baik. 
 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 
 
 Dalam penulisan skripsi ini akan dijelaskan beberapa permasalahan yang akan dituangkan 
dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
 Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. 
                                                          
8 Gottschalk Louis, Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI 
Press, 1986), hal., 32. 
 
9 Dudung Abdurrahma, Metode Penelitian Sejarah. (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 
hal., 58.  
10 Dudung Abdurrahman, Op.Cit, hal., 64. 
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 Bab II berisi mengenai Pengelolaan Kekayaan Mangkunegaran, meliputi  wilayah 
administasi Mangkunegara, keadaan sosial ekonomi Mangkunegaran, dan pengelolaan kekayaan 
Mangkunegaran pada masa Mangkunegara I-VII. 
 Bab III berisi mengenai Dana Milik Mangkunegaran, meliputi pembentukan Dana Milik 
Mangkunegaran, kedudukan Dana Milik Mangkunegaran, dan perusahaan-perusahaan dan aset-
aset kekayaan Dana Milik Mangkunegaran. 
 Bab IV berisi mengenai Perumahan dan Hotel Milik Mangkunegaran meliputi Awal 
berdirinya Rumah dan Hotel, Pembangunan Rumah-Rumah di Mangkunegaran Pada Masa 
Mangkunegara VII, dan Produktivitas Rumah dan Hotel. 
Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penulisan skripsi. 
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BAB II 
PENGELOLAAN KEKAYAAN MANGKUNEGARAN 
 
A. Wilayah Administratif Praja Mangkunegaran 
Pembagian wilayah administrasi Praja Mangkunegaran telah mengalami beberapa 
perubahan, yang dilakukan untuk mempermudah dalam pengelolaan wilayah tersebut untuk 
kemajuan dan kemakmuran Praja Mangkunegaran. Pada masa pemerintahan Mangkunegoro III 
perubahan terjadi untuk pertama kalinya, pada tahun1847 Praja Mangkunegaran dibagi atas tiga 
daerah Onderregentschap, yaitu: Wonogiri (meliputi Laroh, Hanggabayan, dan Keduwang), 
Karanganyar (meliputi Sukawati, Matesih, dan Haribaya), dan Malangjiwan.11 Di tahun 1875, 
perubahan kembali dilakukan untuk yang kedua kalinya, yaitu dengan penghapusan 
Onderregenschap Malangjiwan dan kemudian dibentuk Onderregenschap Baturetno yang 
wilayahnya meliputi tanah Wiraka dan Sembuyan. Dengan demikian pada masa pemerintahan 
Mangkunegoro IV, Praja Mangkunegaran dibagi menjadi tiga wilayah admistrasi yaitu: Wonogiri, 
Karanganyar, dan Baturetno.  
Perubahan pembagian wilayah dilakukan lagi pada tahun 1891 masa pemerintahan 
Mangkunegoro V. Onderegenschap Baturetno dihapuskan dan wilayahnya digabungkan dengan 
Onderregenschap Wonogiri.12 Pada tahun 1903  di bawah pemerintahan Mangkunegoro VI terjadi 
perubahan wilayah yang keempat kalinya, yaitu dibentuk Onderregenschap Kota Mangkunegaran. 
Dengan demikian daerah Praja Mangkunegaran terbagi menjadi tiga wilayah administrasi yaitu: 
Kota Mangkunegaran, Wonogiri, Karanganyar, dan di tambah enclave Ngawen.13  
Pada masa awal pemerintahan Mangkunegoro VII wilayah administrasi Praja 
Mangkunegaran tetap menjadi tiga wilayah, tetapi di tahun 1929 terjadi perubahan wilayah 
                                                          
11 Sutrisno Adiwardoyo, Pertumbuhan Kadipaten Mangkunegaran Sampai Masuknya Ke 
Provinsi Jawa Tengah.  Skripsi, Surakarta: IKIP Surakarta, 1974., hal., 30 
 
12 Wasino, Wasino, Kebijaksanaan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran 
(Akhir Abad XIX-Pertengahan Abad XX).  Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1994). 
hal., 54  
 
13 Daerah Onderregentschap disebut daerah Kabupaten. Rijksblad Mangkunegaran Tahun 
1917 No. 331 
 
 xxiv
administrasi lagi yang dilakukan dalam rangka penghematan. Hal itu dilakukan oleh 
Mangkunegoro VII dikarenakan pada  saat itu dampak-dampak krisis ekonomi yang terjadi di 
seluruh penjuru dunia sudah mulai dirasakan oleh Praja Mangkunegaran. Oleh karena itu 
Mangkunegoro VII menghapus Kabupaten Kota Mangkunegaran, dan wilayahnya dimasukkan ke 
wilayah Kabupaten Karanganyar. Perubahan itu tidak berlangsung lama, setahun kemudian 
diadakan perubahan lagi yaitu penghidupan lagi Kabupaten Kota Mangkunegaran. Bekas daerah 
Kabupaten Karanganyar menjadi daerah Kabupaten Kota Mangkunegaran.14  
Dengan demikian pada tahun 1930 wilayah administrasi Praja Mangkunegaran menjadi 
dua wilayah yaitu: Kabupaten Kota Mangkunegaran (meliputi Kawedanan Kota Mangkunegaran, 
Kawedanan Karanganyar, Kawedanan Karang Pandan, Kawedanan Jumapolo) dan Kabupaten 
Wonogiri (meliputi Kawedanan Wonogiri, Kawedanan Jatisrono, Kawedanan Wuryantoro, 
Kawedanan Baturetno). 
 
B. Kondisi Sosial Ekonomi Praja Mangkunegaran 
 Masyarakat Praja Mangkunegaran mayoritas penduduknya sebagai petani karena 70% 
dari jumlah penduduk tinggal di pedesaan. Wilayah Mangkunegaran yang terdiri dari Wonogiri 
dan Karanganyar adalah daerah pedesaan yang subur dan memiliki banyak areal perkebunan yang 
memang banyak di minati oleh pengusaha swasta Eropa dalam melebarkan sayapnya menjadi 
penguasa yang sukses di Hindia Belanda khususnya  di daerah onderneming sehingga banyak 
pengusaha Eropa yang merangkul “orang dalam” untuk berinteraksi dengan penguasa desa dan 
penduduk desa agar usaha perkebunannya dapat berhasil.  
 Perluasan perkebunan menyebabkan banyak tanah apanage di sewa dari para patuh atau 
pemegang hak tanah apanage. Di dalam masyarakat tradisional mereka menguasai tenaga kerja di 
tanah apanagenya. Akan tetapi, setelah tanah itu di sewa oleh perusahaan perkebunan, hak-hak 
yang ada pada patuh beralih kepada perusahaan perkebunan. Setelah tanah-tanah tersebut di sewa 
maka perusahaan perkebunan harus mampu berhubungan baik dengan para bekel. Bekel adalah 
kepala petani yang sudah berlaku secara tradisional mengawasi proses produksi di kabekelannya 
serta mengawasi keamanan terhadap desa. Bekel memiliki otoritas, memonopoli kekuasaannya dan 
                                                          
14 Sutrisno Adiwardoyo, Op.Cit, hal., 31 
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menguasai tanah serta tenaga kerja penduduk desa.15 Langkah penting yang harus ditempuh oleh 
perusahaan perkebunan adalah memanfaatkan kekuasaan bekel sebagai pemimpin desa untuk 
mengerahkan para petani dan melaksanakan segala peraturan, pungutan (pajak) atau pengerahan 
tenaga kerja.  
 Kekuasaan seorang bekel didasarkan atas tanah yang dikuasai, yang ditebas dari raja atau 
patuh. Daerah kekuasaannya pun disebut kabekelan. Dengan dihapuskannya tanah apanage, maka 
hilang pula daerah kabekelan. Tiga sampai empat kabekelan dijadikan  satu kelurahan. Kemudian 
para mantan bekel dicalonkan untuk menduduki jabatan lurah atau kepala desa. Kepala desa tidak 
lagi mewakili lembaga desa dan petani tetapi makin nyata menjadi handlanger gubernemen atau 
handlanger pabrik dan perkebunan.16 Adanya birokrasi kolonial sampai ke pedesaan membuat 
gubernemen mengangkat kepala-kepala desa sebagai agen kolonial. Meskipun lebih cenderung di 
bidang teknis produksi perkebunan, pengangkatan kepala desa dapat diistilahkan sebagai mandor 
yang mengawasi kegiatan para petani.  
Mantan bekel yang tidak dipilih mendapat tunjangan untuk keperluan hidupnya berupa 
tanah pensiun yang disebut bumi pangarem-arem. Setelah kelurahan terbentuk Raja menyerahkan 
hak andarbeni atas tanah kepada kelurahan-kelurahan tersebut. Tanah tersebut diberikan untuk 
rakyat sebesar 4/5 luas tanah, 1/5 yang lain untuk lungguh lurah, perabot desa, tanah pengarem-
arem maupun tanah kas desa.17 
 Di dalam masyarakat komunal kekuasaan kepala desa sangat besar atas warga desanya. 
Pengusaha perkebunan dapat memanfaatkan kekuasaan kepala desa itu, mulai dari usaha 
memperoleh tanah sewaan, pengumpulan tenaga kerja, pengawasan pekerjaan, dan keamanan 
perkebunan. Adanya bantuan kepala desa dan dukungan dari pengusaha perkebunan pembangunan 
infrastruktur industri seperti saluran irigasi, jembatan dan jalan dapat dilaksanakan oleh penduduk 
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16  Ibid, hal., 80 
 
17  Suhartono, Op.Cit, hal., 97 
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desa.18 Adanya kemudahan yang ada di desa-desa di Mangkunegaran, khususnya di Karanganyar 
maka banyak terjadi perkembangan pembangunan desa yang mengarah kepada modernisasi.    
 Seiring dengan pembaharuan dalam bidang perekonomian dan kebudayaan di 
Mangkunegaran yang perubahannya sampai ke tingkat pedesaan maka Mangkunegaran mulai 
mendirikan dinas-dinas baru yang didirikan demi kepentingan rakyat Mangkunegaran. Adanya 
pengambilalihan wewenang kepengurusan semua pasar di wilayah Mangkunegaran maka 
dibentuklah kabupaten Parimpuna pada tahun 1917. Dinas ini dipimpin oleh seorang kliwon 
(Inspektur) yang membawahi para kepala pasar di seluruh pelosok Mangkunegaran. Sementara itu 
dengan diserahkannya kembali pengelolaan hutan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Praja 
Mangkunegaran telah dibentuk kabupaten Wanamarta yang dipimpin oleh seorang Belanda 
dengan pangkat Opperhoutvester. 19 
 Jabatan-jabatan lain dalam struktur organisasi pemerintahan yang diperbaharui adalah 1) 
Pemerintahan urusan tanah (Agrarische Zaken) yang dipimpin oleh Kliwon dan dikendalikan oleh 
seorang pejabat pertanahan bangsa Belanda. 2) Pemerintahan kedokteran dan dinas kesehatan yang 
dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai tugas memeriksa kesehatan putra sentana dan 
narapraja Mangkunegaran. 3) Martanimpuna atau pejabat pemungutan pajak. 4) Pemerintahan 
Legiun yang dipimpin oleh seorang pembesar dari tentara Hindia Belanda dan pemerintahan 
sekolah desa yang dipimpin oleh seorang School Opziejner atau Pejabat Gouvernement yang 
pekerjaannya mengatur dan memajukan sekolah-sekolah desa.20  
 
C. Pengelolaan Kekayaan Praja Mangkunegara Masa  
Mangkunegara I- VII 
 Pada masa Mangkunegoro I hingga III, tidak banyak membawa perubahan dalam bidang 
ekonomi karena pada awalnya orientasi pemerintah praja terbatas dalam upaya pemusatan dan 
                                                          
18  Bambang Sulistyo, Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah, (Yogyakarta: PT. 
Tiara Wacana, 1995), hal., 13 
19  Ahmad Rofik, 2004, “Pengelolaan Hutan oleh Dinas Wanamarta Mangkunegaran 
periode 1911-1940 (Studi Sejarah Perkebunan dalam Pemerintahan Tradisional)”, Skripsi  Sarjana 
Jurusan Ilmu Sejarah, FSSR, Universitas Sebelas Maret  Surakarta, hal., 24 
 
20 Honggopati Tjitrohoepojo, Serat Nayaka Tama, (Surakarta: Reksopustoko 
Mangkunegaran, 1930), Kode Arsip 161, hal., 59 
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pengokohan di bidang perkembangan hukum, daerah, maupun penyusunan pemerintahan.21 
Sebagai sumber pemasukan pihak praja hanya menerima pajak tanah berupa hasil bumi dari 
pemegang tanah apanage. Hal itu disebabkan tanah apanage sebagian besar dimanfaatkan untuk 
usaha pertanian tradisional yang menghasilkan bahan makanan pokok. Pada masa pemerintahan 
Mangkunegoro IV banyak tanah apanage itu disewakan kepada pihak swasta untuk ditanami 
tanaman eksport seperti kopi, tebu, kina, dan indigo.22 
 Perkebunan kopi sudah ada sejak masa pemerintahan Mangkunegoro IV yang telah 
melakukan penanaman kopi secara besar-besaran di daerah Bulukerta kabupaten Wonogiri yang 
berbatasan dengan daerah Ponorogo. Mangkunegoro IV sangatlah memperhatikan komoditi kopi 
karena perhatiannya yang besar terhadap usaha perkebunan itu maka Mangkunegoro IV turut serta 
dalam pengelolaannya. Pada waktu itu penanaman kopi selain diusahakan oleh pihak 
Mangkunegaran juga diusahakan oleh para pemegang apanage di tanahnya sendiri.23 Dorongan 
yang menentukan didirikannya perusahaan Praja Mangkunegaran ialah kenyataan bahwa dalam 
zaman pemerintahan Mangkunegoro IV telah terjadi perluasan perkebunan kopi juga dibangun 
perkebunan baru seperti teh, kina, nila/indigo dan padi. Akibat dari adanya hak agraria yang 
berlaku di zaman itu, maka seluruh tanaman kopi dilakukan oleh rakyat dengan rodi. 
 Ketika Mangkunegoro IV memegang tampuk pemerintahan tanah-tanah apanage itu 
ditarik kembali dan dikuasai secara langsung oleh praja Mangkunegaran. Dengan demikian para 
kerabat raja dan narapraja, baik sipil maupun legiun sebagai pemegang tanah apanage tidak lagi 
menerima tanah lungguh sebagai gaji tetapi hanya menerima uang setiap bulannya.24 Selain itu 
Mangkunegoro IV juga berusaha merubah struktur perekonomian dalam wilayahnya. 
Mangkunegoro IV tertarik dengan sistem pertanian komersial atau perusahaan perkebunan yang 
dijalankan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Terlebih lagi dengan sistem culturstelsel yang 
                                                          
21 Pringgodigdo A.K, Sejarah Perusahaan-Perusahaan Mangkunegaran, (Surakarta: 
Reksa Pustaka, 1985), hal., 2. 
22  Ibid, hal., 3.  
 
23 Soetomo Siswokartono W.E, Sri Mangkunegoro IV sebagai Penguasa dan Pujangga, 
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hal., 169 
 
24 Wasino, Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, 
(Yogyakarta; PT LKiS Pelangi Aksara, 2008), hal., 38. 
 
 xxviii 
banyak mendatangkan keuntungan. Dari situlah muncul gagasan Mangkunegoro IV untuk 
menerapkan metode dan tehnologi pengelolaan pertanian dan perkebunan komersial dengan 
mendirikan dan menanamkan modal pada usaha-usaha kopi dan tebu.25 
 Diantara semua istana tradisional di Jawa, Mangkunegaranlah yang berhasil 
menyesuaikan diri dengan keadaan baru pada masa kekuasaan Belanda. Mangkunegoro IV 
mempekerjakan orang-orang Eropa untuk menerapkan tehnik-tehnik pengelolaan dan eksploitasi 
Eropa tetapi dengan perbedaan penting bahwa keuntungannya ditanamkan kembali di daerah 
kekuasaannya dari pada dikirim ke luar negeri.26 Semula langkah yang ditempuh adalah 
meningkatkan produktifitas dan perluasan areal lahan tanaman kopi, akan tetapi lama kelamaan 
hasil produksi kopi pun semakin meningkat dari tahun ke tahun dan penduduk desa diwajibkan 
untuk menanam tanaman kopi secara besar-besaran. 
Setelah Mangkunegoro IV meninggal dan digantikan oleh keturunannya yaitu 
Mangkunegoro V, keuangan praja benar-benar mengalami kehancuran bahkan mencapai tingkat 
defisit hingga terlibat hutang yang banyak terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Kehancuran 
keuangan tersebut selain karena rusaknya tanaman kopi dan tebu, juga adanya kesalahan 
manajemen keuangan praja oleh Mangkunegoro V. Adanya hama tanaman dan sere yang 
menyerang daun tebu dan kopi terutama yang menyerang kopi Jawa, suatu varietas dari kopi 
Arabika, yang paling banyak ditanam pada waktu itu yang menyebabkan turunnya hasil panen.27 
 Perekonomian yang telah hancur tersebut kemudian diusahakan dan ditata kembali oleh 
Mangkunegoro VI. Beban berat yang harus dipikul Mangkunegoro VI adalah membangun kembali 
keuangan Praja Mangkunegaran yang mengalami kemerosotan. Keadaan ini terjadi karena 
perkebunan-perkebunan yang menjadi andalan Praja Mangkunegaran terserang wabah hama dan 
menimbulkan kerugian yang sangat besar. Selain itu Pemerintah Kolonial Belanda 
mempermainkan harga barang yang dijual ke pihak Belanda, yaitu memberi harga serendah 
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Kerjogadungan Di Karanganyar Pada Tahun 1916-1946, Surakarta, hal 24 
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mungkin. Sehingga menimbulkan kekosongan kas di Praja Mangkunegaran. Praja Mangkunegaran 
dililit banyak hutang sehingga tidak mampu memberikan gaji kepada pegawainya.28 Untuk 
menghadapi keadaan perekonomian yang bangkrut itu, tindakan pertama yang dilakukan dengan 
sungguh-sungguh, perubahan yang dijalankan Mangkunegoro VI antara lain: mengurangi gaji 
yang sebelumnya menerima 10.000 gulden atas inisiatif permintaannya hanya menerima 2.000 
gulden saja, memberi batasan yang tegas antara keperluan pribadi dengan praja dengan mendirikan 
Reksobusono yaitu kantor yang mengurusi keperluan pribadi, dan kepentingan-kepentingan 
keluarga, bukan lagi menjadi tanggungan Praja Mangkunegaran tetapi memakai uang pribadi. 
 Maksud dari tindakan perubahan yang dilakukannya itu bukan untuk kepentingan 
pribadinya, melainkan untuk kesejahteraan rakyat, serta memperkuat kondisi keuangan 
perusahaan-perusahaan dan keuangan Praja.29 Pemikiran Mangkunegoro VI tersebut sedikit demi 
sedikit telah menampakkan hasilnya. Beliau dapat mengembalikan kemakmuran bagi 
Pemerintahan Praja Mangkunegaran. Hutang-hutang yang menumpuk telah dapat dilunasi, bahkan 
kondisi keuangan kas Praja Mangkunegaran mengalami surplus. 
 Sumber pendapatan Praja Mangkunegaran terbagi menjadi dua, yaitu sumber pendapatan 
praja yang berasal dari keuntungan perusahaan-perusahaan melalui Dana Milik dan sumber 
pendapatan lainnya. Sumber pendapatan lain diperoleh dari penarikan pajak, sewa, dan sumber 
retribusi, serta penjualan barang-barang milik Praja Mangkunegaran. 
 Sumbangan dana milik atau perusahaan-perusahaan milik Praja Mangkunegaran terhadap 
pemerintahan praja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumbangan secara langsung dan secara 
tidak langsung. Sumbangan secara langsung dalam hal ini adalah sejumlah dana yang diberikan 
kepada Praja melalui anggaran pada tiap-tiap tahunnya. Adapun yang dimaksud dengan 
sumbangan secara tidak langsung adalah manfaat dari kehadiran perusahaan-perusahaan itu 
terhadap wilayah dan rakyat di Praja Mangkunegaran.30 
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 Sumbangan langsung dari Dana Milik terhadap praja ini baru dapat dilihat mulai tahun 
1918, yakni masa pemerintahan Mangkunegara VII. Hal ini disebabkan pada tahun sebelumnya 
belum ada pemisahan antara anggaran praja secara umum dan anggaran dari masing-masing 
perusahaan, dan mulai tahun itu diadakan pemisahan antara keuangan perusahaan dan keuangan 
Praja. Keuangan perusahaan diatur oleh masing-masing perusahaan dan hanya melaporkan tentang 
laba dan rugi mereka kepada Dana Milik Mangkunegaran, yang merupakan pusat koordinasi dari 
perusahaan-perusahaan tersebut. 
 Kondisi perekonomian Praja Mangkunegaran berjalan dengan baik. Bantuan Dana Milik 
terhadap Praja berkisar antara 800.000 gulden hingga 900.000 gulden yang terbagi untuk bantuan 
biasa antara 200.000 gulden hingga 300.000 gulden, bahkan untuk tahun 1929-1931 dikeluarkan 
pula bantuan ekstra (150.000 f, 140.000 f, 100.000 f). Kondisi keuangan Praja Mangkunegaran 
yang berangsur-angsur membaik dan mengalami surplus ini mendorong Mangkunegaran untuk 
melakukan alokasi dana bagi pembangunan di Praja Mangkunegaran. Pembangunan dilakukan di 
bidang pendidikan, irigasi, pertanian, pembangunan public space serta pembangunan perusahaan 
lain yang bergerak di bidang perumahan dan hotel. 31 
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BAB III 
DANA MILIK MANGKUNEGARAN 
 
A. Pembentukan Dana Milik Mangkunegaran 
Penyerahan kembali keuangan Mangkunegaran kepada Mangkunegara VI pada tahun 
1899 menyebabkan  praja Mangkunegaran memperoleh kembali hak otonominya di bidang 
keuangan. Walaupun begitu, Mangkunegara VI atas dasar pertimbangan-pertimbangan praktis 
diwajibkan untuk menggunakan seorang ahli bangsa Belanda sebagai Superintendent, namun 
keputusan tanggal 15 April 1899 itu dengan paanjang lebar bahwa Residen sebagai wakil dari 
pemerintah, untuk selanjutnya agar membatasi diri dalam urusan-urusan pemerintahan saja. Ia 
tidak boleh mencampuri urusan keuangan lagi. Bahkan anggaran belanja tidak perlu lagi 
disampaikan kepadanya. Pemerintah sudah puas apabila Superintendent membuat laporan tahunan 
menegnai pemerintahan yang dijalankannya, termasuk hal-hal mengenai perusahaan dan keuangan 
praja Mangkunegaran.32  
Penghematan yang berlebihan dari otonomi yang telah dikembalikan terjadi suatu reaksi 
karena situasi tidak sesuai lagi dengan isi keputusan tahun 1899. Kebebasan bertindak dari 
Mangkunegara VI dan Superintendentnya menjadi terbatas sekali, sebagian akibat dari keputusan-
keputusan pemerintah, dan sebagian akibat dari peraturan-peraturan Mangkunegara VI atas 
desakan Residen. Mulai tahun 1911 anggaran praja harus mendapatkan persetujuan dari Residen. 
Sejak tahun 1916 semua penerimaan dan pengeluaran dari semua perusahaan dimasukkan ke 
dalam anggaran praja. 33 
 Kebebasan bertindak dalam urusan perusahaan-perusahaan oleh surat pemerintah tanggal 
2 Juni 1911, yang mewajibkan adanya persetujuan dari Residen perihal anggaran belanja tidaklah 
dikurangi. Surat tersebut yang diperkuat tanggal 16 Desember 1915, menimbulkan kejanggalan 
terhadap anggaran belanja, karena di dalam anggaran tersebut terdapat perkiraan-perkiraan yang 
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tidak perlu dimintakan persetujuan dari Residen. Dengan memsahkan administrasi keuangan praja 
dan memasukkannya dalam kas praja yang ada dalam kekuasaan patih, maka dikurangilah campur 
tangan pribadi Superintendent dalam keuangan yang diurusinya. Dalam keadaan ini maka 
keputusan tahun 1899 secara keseluruhan dapat dianggap sudah tidak berguna lagi, baik terhadap 
otonomi keuangan praja, maupun kedudukan pribadi dari Superintendent, yang dalam teorinya 
masih bertanggung-jawab atas seluruh keuangan dan masih menyampaikan laporan kepada 
pemerintah mengenai seluruh administrasi keuangan Mangkunegaran.34 
 Gubermen pada tahun 1916 mendirikan Dana Milik Mangkunegaran. Tindakan yang 
dilakukan gubermen tersebut untuk mengurang pengaruh Superintendent. Dana tersebut diurus 
oleh sebuah Komisi yang terdiri dari Mangkunegara sebagai ketua, Superintendent perusahaan-
perusahaan Mangkunegaran (orang Belanda), dan seorang Pangreh Praja (orang Belanda). 
Pimpinan dana milik tersebut masih dipegang oleh Superintendent. Pada tahun 1928 susunan 
Komisi tersebut diubah, dengan memasukkan Bupati Patih dan Agen De Javasche Bank sebagai 
anggota. Komisi tersebut bertugas membuat rencana anggaran perusahaan-perusahaan yang 
ditetapkan bersama dengan gubermen.35 
 Keputusan gubermen tersebut berdasarkan persetujuan Dewan Hindia, atas usulan 
Direktur Dalam Negeri di dalam suratnya. Direktur Dalam Negeri di bulan Oktober 1916 dalam 
suratnya kepada Gubernur Jendral menyatakan bahwa: 
1. urusan keuangan dan urusan pemerintah tidak dapat dipisah-pisahkan 
2. kedudukan Superintendent masih berpengaruh besar, dan dalam perkembangan praja 
Mangkunegaran saat itu harus dibiarkan 
3. urusan sehari-hari dari perusahaan-perusahaan terlalu rumit untuk diselesaikan oleh 
Residen, oleh karena itu Superintendent harus dipertahankan 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Direktur mengusulkan agar ditetapkan, bahwa: 
1. Superintendent selanjutnya hanya mengurus mengenai milik Mangkunegaran saja 
2. urusan umum dari milik Mangkunegaran agar dilakukan oleh sebuah Komisi, yang terdiri 
dari Residen, dan seorang Superintendent yang diakui oleh Gubermen 
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3. untuk melaksanakan tugasnya, maka Komisi tersebut harus membentuk sebuah Dana 
Milik dengan administrasi yang baik, yang perkiraan laba dan ruginya dimasukkan ke 
dalam anggaran belanja praja Mangkunegaran.36 
Usul dari Direktur Dalam Negeri tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Hindia, 
kemudian diambil alih Gubermen, dan ditetapkan dalam Keputusan Pemerintah tanggal 20 
Desember 1916. Mangkunegara sebagai ketua Komisi.37 
 Peraturan mengenai urusan umum Dana Milik Mangkunegaran terdiri dari tiga pasal yang 
mengaturnya, yakni: 
Pasal I 
1. Milik praja Mangkunegaran terdiri dari perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, hutan-hutan, 
rumah-rumah yang tidak digunakan oleh praja, gedung-gedung, pekarangan-pekarangan. 
Maupun modal pokok dari praja, an merupakan suatu dana yang urusan umumnya dilakukan 
oleh sebuah Komisi, yang terdiri dari Kepala Trah Mangkunegaran, seorang Superintendent 
yang berasal dari Eropa  yang diakui oleh Gubernur Jendral, dan seorang Belanda sebagi 
Pegawai Pamong Praja yang ditunjuk oleh Residen. 
2. Kepala Trah Mangkunegaran adalah ketua Komisi itu. 
3. Urusan sehari-hari dilaksanapkan oleh Superintendent menurut anggaran belanja yang tiap 
tahun ditetapkan oleh Komisi untuk berbagai usaha dan lain-lain, dengan kewajiban 
menyampaikan keterangan yang diminta oleh anggota-anggota Komisi yang lain 
Pasal II 
Dengan menggunakan rencana anggaran belanja yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 3, maka tiap 
tahun Komisi pada waktunya menyusun sebuah anggaran umum, sedangkan perkiraan untung dan 
rugi dari Dana Milik tersebut dimasukkan ke dalam anggaran praja, kecuali laba yang disisihkan 
untuk keperluan Dana Cadangan agar menjadi lebih besar. 
Pasal III 
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1. Komisi melakukan tata-buku yang baik mengenai kepengurusan yang dilakukannya, dan 
melakukan rapat sekali dalam tiga bulan dan setiap kali apabila salah satu anggota minta 
diadakan rapat. 
2. Komisi berkewajiban membuat laporan tahunan dan neraca yang diberi keterangan yang 
cukup beserta perhitungan laba atau rugi, dan itu semua diaturkan kepada Pemerintah.38 
Peraturan tersebut digunakan  sebagai tindakan dalam masa peralihan. Sekretaris 
Gubermen Klas I menjelaskan surat keputusan tersebut kepada Residen menerangkan bahwa 
situasi baru itu hanya suatu keadaan di masa perelaihan. Akan diarahkan agar Superintendent tidak 
lagi menjadi anggota Komisi, karena ia nanti akan digantikan oleh seorang pegawai praja 
Mangkunegaran. Dalam usul Direktur Dalam Negeri, menerangkan bahwa penyelesaian yang 
bersifat sementara ini dapat diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai 
Superintendent di masa itu yang sangat banyak jasanya, maka akan diusahakan agar secepatnya 
dicapai keadaan yang semestinya, di mana Superintendent tidak lagi menjadi anggota Komisi, 
karena kedudukannya digantikan oleh seorang pegawai tinggi Mangkunegaran.39   
 
B. Kedudukan Dana Milik Mangkunegaran 
Melihat sejarah pembentukan Dana Milik Mangkunegaran terbukti bahwa bukanlah 
menjadi tujuannya untuk menciptakan suatu badan hukum tersendiri. Didirikannya Dana Milik 
untuk semua perusahaan-perusahaan dan semua kekayaan yang dimiliki praja Mangkunegaran, 
bertujuan agar perusahaan-perusahaan tersebut di dalam anggaran disendirikan sebagi suatu 
keseluruhan, di mana detail-detail yang bersifat teknis atau komersial tidak disebutkan dalam 
anggaran tersebut, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak 
mengikuti lagi anggarannya sendiri, yng menjadi pokok ialah meninjau kembali kedudukan 
Superintendent serta untuk menyederhanakan pembuatan anggaran pada saat diputuskan agar 
Mangkunegaran mengikuti cara yang diwajibkan.40 
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Kedudukan perusahaan-perusahaan Mangkunegaran yang memberikan penghasilan 
berupa bunga atau laba yang sekarang dipersatukan itu dapat dibandingkan dengan hubungan 
suatu perusahaan Gubermen terhadap negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Perusahaan. Perbedaan antara Dana Milik Mangkunegaran dengan Perusahaan Gubermen terletak 
dalam hal kepengurusan yang berupa sebuah Komisi, karena sejarah terbentuknya berbeda. 
Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman selalu berpendapat bahwa Dana Milik 
tersebut bukan berbadan hukum.41 
Hakim Karesidenan Surakarta menyangkal pendapat dari Departemen Dalam Negeri dan 
departemen Kehakiman, bahwa dari keputusan pengadilan tanggal 5 Mei 1935 No.85/1933 merasa 
bahwa dalam hal ini mengenai suatu badan hukum Bumiputera, yaitu berdasarkan pertimbangan 
bahwa untuk Dana Milik Mangkunegaran tidak bisa diberlakukan peraturan umum yang tercantum 
dalam Staatsblad tahun 1870 No.64, sehingga tidak diperlukan persetujuan atas Anggaran Dasar 
dari Dana Milik tersebut dari Gubernur Jendral Hindia Belanda untuk menjadi badan hukum, 
karena pembentukan Dana Milik tersebut telah diatur dengan Pranatan Mangkunegaran tertanggal 
25 Januari 1926 No.3/R, dan pengadaannya merupakan hasil dari kekuasaan otonomi Raja 
dibidang legislatif, sehingga ada diluar jangkauan Staatsblad tahun 1870 No.64.42 
 Pranatan yang dikeluarkan Mangkunegara, bermaksud agar sebagian kekayaannya 
disendirikan dan diurus oleh suatu Komisi agar dapat bertindak, sehingga kekuasaannya itu 
dimiliki atas kehendak dari raja. Dana Milik Mangkunegaran sekarang telah pasti sebuah badan 
hukum, yaitu badan hukum milik Bumiputera. Pendapat yang lain mengenai kedudukan Dana 
Milik Mangkunegaran, yakni dari Pengadilan Tinggi di Semarang, yang dengan keputusannya 
tanggal 22 September 1939 No. 197/1937 menyatakan secara pasti, bahwa Dewan itu berhak minta 
keterangan Dana Milik, karena ada gugatan terhadap Dana Milik yang memiliki kekayaan 
bermacam-macam, yang dikuasai oleh suatu pengurus yang bekerja menurut peraturan-peraturan 
yang ditetapkan oleh praja Mangkunegaran, sedangkan Pemerintah Hindia Belanda telah 
menetapkan dengan berbagai surat keputusan mengenai pengakuannya terhadap Dana Milik 
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tersebut beserta pengurusnya yang berkuasa menggunakan keuangan dan mengadakan 
pembukuan, membuat laporan tahunan, membuat neraca dengan perhitungan laba atau rugi.43 
Dana Milik Mangkunegaran mempunyai sifat bebas dan diakui oleh Pemerintah. Dana 
Milik tersebut harus hadir di pengadilan kalau ada perkara, karena Dana Milik tersebut 
menunjukkan dengan jelas sistem pengelolaan kekayaan bangsa Eropa, sebagaimana dengan 
tujuan didirikannya, cara pengelolaannya dan menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan 
oleh Gubermen, maka dari itu hanya hakim Belanda yang berhak memberitahu kepada Dana Milik 
Mangkunegaran apabila ada gugatan-gugatan. Dengan ini maka hilanglah keragu-raguan mengenai 
hak-hak dibidang hukum dari Dana Milik Mangkunegaran.44 
Jika dilihat jalannya urusan dari sudut keuangan praja Mangkunegaran, maka tidak dapat 
dipungkiri, bahwa pengaturan baru sejak tahun 1916 merupakan kelanjutan dari tindakan-tindakan 
yang telah diambil sejak tahun 1911. sesungguhnya berbeda dengan Komisi Keuangan tahun 1887, 
bukanlah Residen yang mengetuai Komisi Pengawas, melainkan Departemen Dalam Negeri yang 
memiliki pengaruh besar, dengan menjabatnya seorang Belanda sebagai pegawai Pangreh Praja di 
dalam Komisi Dana Milik Mangkunegaran. Berkurangnya otonomi ini munculnya bersamaan 
waktu dengan dimulainya pemerintahan dari Raja yang baru.45 
 
C. Perusahaan-Perusahaan dan Aset-Aset Kekayaan  
Dana Milik Mangkunegaran 
1. Perusahaan Gula Colomadu 
Pada tahun 1861 Mngkunegara IV mengajukan rencana mengenai berdirinya sebuah 
pabrik gula pada Residen Nieuwenhuysen. Sejak beberapa waktu sebelumnya beliau telah memilih 
tempat yang tepat di desa Malangjiwan, suatu tempat yang baik, karena adanya tanah-tanah yang 
baik, air mengalir dan hutan-hutan. Tempat tersebut dianggap beliau paling cocok untuk 
perkebunan tebu. Peletakan batu pertama untuk pabrik gula Colomadu pada tanggal 8 Desember 
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1861, bangunan dan pelaksanaan industri di bawah pimpinan seorang ahli dari Eropa, yang 
bernama R. Kamp. Pertama kali pabrik bekerjadengan menggunakan mesin uap. Mesin-mesin 
tersebut dipesan dari Eropa. Mangkunegara IV mendapatkan pinjaman dari pemerintah Hindia 
Belanda dan dibantu Be Biau Coan, mayor untuk kaum Cina di Semarang untuk mendirikan pabrik 
gula Colomadu.46 
Perusahaan gula tersebut ternyata dapat memenuhi semua persyaratan yang diajukan 
untuk pengelolaan sebuah pabrik gula yang baik pada masa itu. Pada tahun 1863, tahun panen 
yang pertama, 95 ha lahan perkebunan tebu menghasilkan 3700 kuintal gula, yang jatuhnya pada 
produksi 39 kuintal per hektar, untuk masa itu dapat dikatakan sangat memuaskan, walaupun 
cuaca tidak begitu menguntungkan. Seluruh panen dijual dengan perantara firma Cores de Vries 
dengan harga sekitar f 32 per kuintal. Dalam waktu singkat kesulitan-kesulitan, yang mula-mula 
muncul, seperti pada semua perusahaan sejenis dapat diatasi dan Pabrik Gula Colomadu 
merupakan sumber pendapatan yang baik.47 
2. Perusahaan Gula Tasikmadu 
Terdorong oleh hasil pabrik gula yang pertama, Mangkunegara IV beralih pada 
pembangunan pabrik yang kedua. Peletakan batu pertama pabrik ini yang dinamakan Tasikmadu, 
terjadi pada tanggal 11 Juni 1871. Pembangunan dan  jalanya perusahaan ada di bawah pimpinan 
H. Kamp. Gedung-gedung pabrik dibangun dengan luas. Pabrik gula Tasikmadu menggunakan air 
untuk tenaga penggerak, sedangkan baling-baling dengan menggunakan mesin uap berfungsi 
sebagai cadangan. Data mengenai panen pertama tidak ada yang diketahui, yaitu bahwa dimulai 
dengan penanaman 140 ha, dengan sistem kerja rodi. Berangsur-angsur areal diperluas dan 
kapasitas pabrik dikembangkan sesuai dengan perluasan. Peningkatan produksi gula di daerah 
kerajaan, yang dalam periode ini lebih besar daripada yang ada di seluruh pulau Jawa, maka 
berdirinya pabik-pabrik besar milik Mangkuegaran tidak mengherankan lagi.48 
Pada mulanya keadaannya sedemikian rupa, sehingga eksploitasi pabrik gula hanya 
terjadi apabila kopi telah dapat menghasilkan untung yang mencukupi. Mengenai pengolahan yang 
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teratur baru dapat diadakan, setelah ada kontrak untuk dibayar dengan prwakilan Serikat Dagang 
Belanda di Semarang, yang menjamin modal kerja yang diperlukan. Di bawah pengawasan kantor 
dagang Onderneming keperluan alat-alat teknik selalu dapat diperbaiki. De Locomotief tanggal 2 
September 1881 mengatakan tentang kedua pabrik gula tersebut, bahwa pabrik tersebut dibuat 
sedemikian rupa, sehingga dapat menjadi contoh bagi yang lainnya. Mangkunegara juga tidak 
segan-segan mengeluarkan biaya, agar dapat membangun yang paling lengkap dan menurut 
standar yang baru. Setiap orang asing, pejabat atau swasta, yang berkunjung ke Surakarta, 
dipersilahkan oleh Mangkunegara untuk meninjau pabrik-pabriknya.49 
3. Perusahaan Kopi Kerjogadungan 
Pada masa pemerintahan Mangkunegoro IV perkebunan kopi Kerjogadungan sudah 
berkembang tetapi hanya di tanam di kebun-kebun penduduk. Perkebunan kopi Kerjogadungan 
merupakan sisa-sisa dari penanaman kopi yang semula diwajibkan kepada rakyat yang kemudian 
dihapuskan sejak tahun 1901 karena dipandang kurang menguntungkan. Oleh karena mulai sejak 
tahun 1915, ada kecenderungan kenaikan produksi kopi dan hal itu semakin meningkat lagi pada 
tahun 1917, maka dipandang perlu mendirikan sebuah pabrik yang dapat mengolah tanaman kopi 
itu. Akhirnya didirikanlah pabrik kopi untuk mengolah semua buah kopi secara sentral, dengan 
biaya f. 51.000.50 
Pabrik kopi Kerjogadungan didirikan pada tahun 1917. Pabrik ini dimiliki oleh N.V 
Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden Lawu (Perusahaan Perkebunan Vorstenlanden) yang 
pengelolaannya dipegang oleh O.I Matschappij v adm dan Lijfrente, in liq. Cultuur Maatschappij 
der Vorstenlanden didirikan pada tahun 1888 di Amsterdam dan kedudukan kantor direksinya di 
Semarang.51 Setelah didirikannya pabrik kopi Kerjogadungan yang berada di wilayah 
Mojogedang, pengelolaan penanaman kopi pun juga mengalami perubahan. Pada masa 
sebelumnya penanaman kopi dilakukan oleh petani dengan cara melakukan kerja tanam, yakni 
pemeliharaan kebun tetapi kemudian secara perlahan-lahan diganti dengan sistem pengolahan di 
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dalam pabrik dan para petani pun kedudukannya beralih menjadi buruh yang sudah dibayar dengan 
upah, tanah-tanah penduduk yang disewa juga dibayar dengan uang sewa. Untuk semakin 
meningkatkan produksi kopi mulai tahun 1918 diputuskan untuk penanaman tanaman kopi seluruh 
areal seluas 1490 hektar tanah di lereng Gunung Lawu. Perluasan ini merupakan suatu strategi 
peningkatan produksi kopi yang baik karena sebelumnya luas lahan yang ditanami kopi hanya 780 
hektar.52  
4. Perusahaan Serat-Nenas di Mojogedang 
Keputusan untuk menanam serat-nenas di areal perkebunan kopi Kerjogadungan, yaitu 
dibagian yang bawah seluas 285 ha, dari areal 710 ha, yang tidak ditanami telah diambil alih pada 
tahun 1918. Di samping itu untuk penanaman agave akan digunakan bagain terendah dari kebun-
kebun kopi yang terbukti tidak mendatangkan hasil. Pada tahun 1919 dimulai dengan pembuatan 
pembibitan seluas 16 ha, dan pada tahun 1920 dimulai dengan penanamannya seluas 140 ha, dan 
pekerjaan ini berlangsung sampai bulan Maret 1921. Pada tahun-tahun berikutnya areal tersebut 
diperluas secara teratur. Pada tahun 1922 usaha ini di admistrasikan tersendiri, dan dalam laporan 
tahun 1922, dari komisi pengawas untuk pertama kali perusahaan serat di Mojogedang muncul 
sebagi obyek untuk diawasi. Perlu dicatat bahwa perusahaan kopi maupun perusahaan serat-nenas 
tetap dipimpin oleh seorang administrator.53 
Pada tahun 1922 dimulai dengan pembangunan pabrik serat-nenas, dan pada tanggal 23 
Juli 1923 sudah dapat dimulai dengan melepas seratnya. Pada mulanya jalan-jalan dan jembatan-
jembatan diareal perkebunan serat-nenas dalam keadaan jelek, maka pada mulanya dijumpai 
banyak sekali kesukaran dalam bidang tarnsportasi. Oleh karena itu diputuskan untuk memasang 
alat peluncuran kabel untuk mengangkut daun-daunnya. Pada bulan September 1925 selesai 
pembangunan untuk bagian utara, dan pada akhir tahun 1926 untuk bagian selatan.54 
5. Pabrik Genting Kemiri 
 
Pabrik genting di Kemiri didirikan berdasarkan pertimbangan-pertimba ngan, antara lain 
untuk membantu rakyat mendapatkan genting dengan harga pokok, menjual di pasaran bebas 
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sehingga keuntungannya bermanfaat bagi rakyat untuk memperoleh genting dengan harga pokok. 
Pada bulan Januari 1922 diputuskan untuk mengambil alih sebuah pabrik genting dengan harga f 
25.000.- pada tahun-tahun berikutnya diadakan banyak perluasan dan pembaharuan, sehingga nilai 
pabrik itu pada tahun 1925 sudah berlipat dua kali. Dana penduduk Tasikmadu dan Colomadu 
masing-masing membeli saham f  8.400 dan f 5.000, dan memberi pinjaman f 16.600 dan f 10.000 
sebagai modal kerja. Pinjaman tersebut pada tahun1927 sudah dapat dilunasi, karena perusahaan 
ini milik Dana Penduduk, sedangkan Dana Penduduk itu milik pabrik gula, maka pabrik genting di 
Kemiri itu adalah milik Dana Milik tingkat III.55 
6. Pabrik Rokok “Priyayi” 
Pada tahun 1930 Komisi memutuskan untuk ikut serta dalam usaha pabrik rokok 
“Priyayi”, yang didirikan pada tahun 1930 dengan jalan membeli saham 50 buah, yakni f 50.000.- 
kecuali itu juga meminjamkan modal kerja kepada perusahaan tersebutsebanyak f 45.000.- Akan 
tetapi pabrik rokok tersebut jatuh pailit atau bangkrut pada tanggal 1 Juni 1932, setelah mengalami 
berbagai kendala. Karena besarnya passive tidak dapat diharapkan akan menerima pembayaran, 
maka keikutsertaan dalam modal sebesar f 50.000.- disusutkan dari neraca perhitungana untung 
rugi dari neraca Dana Milik.56 
7. Perusahaan Gamping “Betal” 
Perusahaan gamping Betal yang perjajnjiannya dibuat pada tahun 1928, hubungannya 
agak berlainan. Komisi beranggapan bahwa urusan-urusan perusahaan tersebut yang kurang baik 
jalannya akan diserahkan kepada Dana Milik, asalkan kepada Dana Milik diberikan bagaian dari 
keuntungannya. Superintenden menjadi direktur dari perusahaan gamping tersebut dengan hak atas 
10 persen dari keuntungannya, yang seluruhya diserahkan kepada Dana Milik. Modal kerja dan 
biaya pemasangan jalan rel tetap dibiayai oleh Dana Milik. Perusahaan gamping tersebut 
membawa keuntungan yang cukup besar bagi Dana Milik.57  
8. Usaha Penanaman Tembakau di Tawangmangu 
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Komisi Pengawas mendapatkan anjuran dari Penyuluh Pertanian untuk melakukan 
percobaan-percobaan untuk menanam berbagai jenis tembakau di tanah antara Karangpandan dan 
Tawangmangu, tujuannya ialah apabila berhasil, rakyat dianjurkan untuk menanam tembakau di 
musim kemarau karena keuntungannya lebih banyak, dan Dana Milik nanti yang akan membelinya 
dan kemudian menjualnya. Percobaan-percobaan telah dilakukan antara tahun 1929 dan 1932, 
usaha tersebut telah menghabiskan biaya sekitar f 11.000.- tetapi hasilnya menunjukkan bahwa 
tanah tersebut tidak cocok sama sekali untuk budidaya tembakau.58 
9. Rumah dan Hotel Milik Mangkunegaran 
Mangkunegara IV juga membeli rumah-rumah dan tanah-tanah yang ada di Semarang, 
antara lain: tanah persawahan di daerah Demak, tanah di desa Terboyo yang kemudian dialiri 
Banjirkanal, komplek-komplek tanah di kota Semarang diantaranya tanah swasta pendrikan, dan 
12 rumah besar untuk tempat tinggal di kota Semarang. Rumah-rumah di daerah Wonogiri dan 
Karanganyar.59 Perumahan orang Eropa (terutama orang-orang Belanda) di sebut dengan nama 
Villa Park. Perumahan ini berada di sebelah utara Istana Mangkunegaran. Perumahan ini memiliki 
luas kurang lebih sekitar 1,5 ha. Villa Park dibangun pada masa Mangkunegoro VI. Perumahan 
tersebut dibuat berbanjar, dan kelihatan indah. Perumahan ini merupakan bangunan yang 
disewakan untuk para pembesar Belanda.60 
 Pembangunan tujuh buah rumah baru yang dimulai pada tahun 1917 tidak berjalan lancar 
seperti yang diduga semula. Pekerjaan pemborong berkurang giatnya, bahkan kelihatan akan jatuh 
palit, maka perjanjian pembangunan rumah itu dibatalkan pada bulan Juni 1918, dan penyelesaian 
pembangunan diawasi sendiri. Pada tahun 1918 itu telah dibeli sebuah rumah didekatnya, sehingga 
jumlah rumah yang pada tahun 1917 hanya terdiri dari 3 rumah tinggal dan 1 gudang (di Jebres) 
itu pada akhir tahun 1918 sudah terdiri dari 10 rumah dan 1 gudang. Pada bulan Mei 1917 
selesailah rumah ke tujuh dari rumah – rumah yang mulai dibangun pada tahun 1917. Pada tahun 
1920 jumlah rumah bertambah lagi dengan pembelian 1 buah rumah. Karena terdapat kekurangan 
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rumah, pada tahun 1922 di Villa Park dibangun lagi 3 buah rumah, yang dengan segera dapat 
disewakan. Pada tahun itu diputuskan untuk menukar sebuah rumah model Jawa yang dibeli pada 
tahun 1920 dengan sebuah rumah model Eropa di Beskalan, yang oleh orang banyak disebut 
“rumah singa”.61 
10. Surat-Surat Berharga 
Aset kekayaan ini merupakan akibat dari politik menabung yang dilakukan oleh 
Mangkunegara VI secara konsekuen untuk waktu yang lama, maka terjadilah suatu himpunan 
surat-surat berharga, yang akhirnya menduduki tempat yang sedemikian pentingnya diantara 
barang-barang yang dimiliki Dana Milik, sehingga surat-surat berharga tersebut diberi nama modal 
pokok. Semua sisa hasil usaha dari perusahaan-perusahaan, termasuk bunga dari surat-surat 
berharga tersebut menambah besarnya pemilikan surat-surat berharga tersebut. Komisi Pengawas 
berusaha agar bantuan tetap sebesar f 550.000.- tiap tahun dapat diambilkan dari bunganya.62 
Surat-surat berharga tersebut berfungsi sebagi benda yang dapat dipinjamkan sebagai 
jaminan untuk memperoleh modal kerja, khususnya modal kerja pabrik gula. Surat-surat berharga 
tersebut banyak sekali jumlahnya, maka perusahaan-perusahaan tersebut tanpa ada hentinya selalu 
dapat disediakan kebutuhannya akan uang tunai, dengan jaminan surat-surat berharga tersebut, 
bank selalu meminjamkan uangnya. Surat-surat berharga tersebut untuk menyediakan modal kerja, 
maka disimpan di Javasche Bank. Pada tahun 1932 sebagian besar di simpan di bank tersebut, dan 
sesudah tahun 1932 baru semuanya surat-surat berharga tersebut disimpan semuanya.63 
11. Dana Pensiun Perusahaan-Perusahaan Mangkunegaran 
Mengikuti jejak yang telah diambil oleh praja Mangkunegaran untuk kepentingan para 
pegawainya, maka pada tahun 1925 diputuskan untuk menyediakan unag sebesar f 50.000.- yang 
diambilkan dari keuntungan tahun 1924 guna menyediakan modal bagi suatu Dana Pensiun untuk 
perusahaan-perusahaan Mangkunegara. Pada tahun 1926 dan 1928 diterima lagi sumbangan 
sebesar f 50.000.- yang diambilkan dari keuntungan. Pada tahun 1928 Dana Pensiun membayar 
pensiununtuk pertama kalinya. Pada tahun 1928 kedua pabrik gula Mangkunegaran menjadi 
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penyokong dari Dana Pensiun untuk para pegawai pabrik-pabrik gula di Hindia Belanda, sehingga 
kedua pabrik gula tersebut untuk personilnya telah menjadi anggota dua buah fonds (dana).64 
Dari semua personil yang bekerja di perusahaan gula tersebut semua pegawai tetap 
bumiputera dimasukkan ke dalam Dana Pensiun Perusahaan-Perusahaan Mangkunegaran, dan 
selanjutnya para pegawai staf Belanda maupun Bumiputera, dengan catatan apabila karena usianya 
yang lanjut atau sebab-sebab lain tidak dapat menjadi anggota Dana Pensiun Umum. Banyaknya 
iuran untuk kedua dana itu adalah 15 persen dari gajinya. Akan tetapi sejak tahun 1929 untuk para 
pegawai bumiputera tidak ditarik lebih dari 15 persen karena dianggap terlalu tinggi, tetapi 
penetapan iuran itu didasarkan atas uang pensiun yang benar-benarakan mereka terima dari Dana 
Pensiun Mangkunegaran, tetapi untuk pegawai-pegawi Belanda tarif tersebut tidak mengalami 
perubahan.65 
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BAB IV 
PERUMAHAN DAN HOTEL MILIK MANGKUNEGARAN 
 
A. Mangkunegara VII Sebagai Raja Pembangunan  
Praja Mangkunegara 
Mangkunegoro VII merupakan anak dari Mangkunegoro V. Ia merupakan anak yang 
ketujuh dan putera yang ketiga. Ia lahir pada tanggal 12 November 1885, yang menurut hitungan 
Jawa jatuh pada hari Kamis Wage, tanggal 3 Sapar tahun Dal 1815. Mangkunegoro VII memiliki 
nama kecil B.R.M. Soeparto. Sewaktu kecil Soeparto telah diangkat putera oleh pamannya, yakni 
R.M. Soenito. Ia sangat dimanja dan disayangi oleh pamannya yang belum memiliki keturunan. 
Soeparto hanya memiliki satu adik kandung yang bernama R.A. Soeparti.66 
Pada tanggal 11 Januari 1916 Mangkunegoro VI beserta keluarga meninggalkan tahta 
Mangkunegaran untuk menetap di Surabaya, kemudian wafat pada tanggal 24 Juni 1928. 
Pengganti KGPAA Mangkunegoro VI adalah Raden Mas Suparto putra Mangkunegoro V. RM. 
Suparto mengemukakan keinginannya kepada  Mangkunegoro VI (paman) akan menambah ilmu 
pengetahuan RM. Suparto beranggapaan bahwa dengan pendidikan yang baik beliau akan mampu 
menghadapi perjuangan hidup. Beliau menghendaki masa depan yang lebih baik daripada suatu 
kehidupan santai dan tidak bermakna seperti yang sedang dijalani oleh para pangeran pada waktu 
itu. Namun hasrat tersebut kurang mendapat perhatian dari pamannya. 
Akhirnya RM. Suparto memutuskan akan meninggalkan Mangkunegaran dan mencari 
pengalaman di luar. RM. Suparto magang pekerjaan di Kabupaten Demak, kemudian dalam waktu 
yang tidak lama beliau diangkat menjadi Mantri (1905). Sambil bekerja sebagai Mantri RM. 
Suparto sempat memperdalam pengetahuan, menekuni belajar bahasa Belanda dan Sastra Jawa. 
Pada suatu ketika terjadi perselisihan paham dengan Bupati Demak maka RM. Suparto 
mengundurkan diri dari perkerjaan Mantri. 
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Sesudah itu RM. Suparto merasakan penderitaan, beliau merasa tertekan dalam hidupnya. 
Dengan diiringkan oleh seorang pembantu, RM. Suparto menjelajahi pulau Jawa. Selama 
bepergian beliau berjalan kaki, hanya kadang-kadang saja naik kereta api kelas 3. Pada malam hari 
RM. Suparto tidur di rumah kepala desa atau kepala kampung. Pengalaman perjalanan tersebut 
menimbulkan kepekaan terhadap lingkungan sosial, yang akan mempengaruhi pandangan hidup 
dan sikapnya dikemudian hari.67 
Soeryo Soeparto mempunyai persamaan pandangan dengan Mr. Van Deventer terhadap 
kehidupan bernegara yang demokratis. Mereka juga mempunyai kesamaan pendapat tentang usaha 
memajukan dan mencerdaskan orang Jawa. Pandangan Soeryo Soeparto itu diutarakan dengan 
jelas ketika Mr. Van Deventer sedang berkunjung ke Surakarta. Mr. van Deventer mengambil 
kesimpulan bahwa RM. Soeparto adalah seorang pemuda yang cerdas, mampu memandang jauh 
ke depan dan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Oleh karena itu Mr. van Deventer 
sangat simpati kepadanya, sehingga RM Soeparto banyak mendapatkan bantuan dari Mr. van 
Deventer.68 
Soeryo Soeparto juga ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Ia 
bergabung dengan perkumpulan yang ingin memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan, 
pengajaran, dan kebudayaan, yakni Budi Utomo. Pendapatnya dan pemikirannya untuk 
mendukung dan mempropagandakan Budi Utomo di Surakarta selalu dituangkan dalam tulisan 
pada surat kabar Dharmo Kondo, sehingga ia dikenal sebagai propagandis pergerakan bangsa yang 
patut dipuji.69 Ia mulai mempunyai cita-cita agar Praja Mangkunegaran, walaupun hanya 
merupakan sebuah kerajaan kecil di bawah Pemerintahan Hindia Belanda, namun bisa memiliki 
keunggulan-keunggulan yang dapat membawa nama baik Praja Mangkunegaran di seluruh daerah 
kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Cita-cita ini kemudian diwujudkan oleh Soeryo 
Soeparto, setelah ia naik tahta menjadi Mangkunegoro VII. 
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Sebelum berusia 40 tahun, RM. Soeparto dinobatkan menjadi Pangeran Prangwadana. 
Setelah beliau berusia 40 tahun Soeryo Soeparto menyandang gelar Mangkunegoro VII. Satu 
tahun setelah penobatan pada tanggal 21 Februari 1917  Mangkunegoro VII menyampaikan pidato 
yang tertuju kepada keluarga Mangkunegaran, para prajurit, nara Praja, dan orang-orang Belanda 
yang bertugas di Mangkunegaran. Bunyi pidato antara lain: “terlebih dahulu aku harus memikirkan 
kehidupan rakyat kecil yang sejak dahulu sampai sekarang membuat Mangkunegaran menjadi 
kaya dengan Perusahaan – Perusahaan yang sangat maju, padahal selama hidupnya selalu 
sengsara, hasil bumi sangat kurang karena kekurangan air. Penghidupan para buruh sangat 
menyedihkan, rumahnya sangat jelek dan sangat tidak pantas, mereka tidak mendapatkan 
pendidikan dan pelayanan yang baik, yang membina pun tidak ada. Oleh karena itu aku harus 
mengusahakan kesejahteraan rakyat kecil. Engkau semua harus gotong royong membantu dengan 
sungguh-sungguh memperbesar semangat agar Mangkunegaran bertambah sejahtera serta 
kehidupan rakyat kecil dapat enak dan tentaram hatinya, tidak harus lebih daripada itu. Engkau 
semua harus berusaha sampai titik darah penghabisan agar perasaanmu meningkat dapat mandiri, 
mempunyai inisiatif untuk kepentingan orang banyak dan tahu kewajiban serta berusaha 
meningkatkan keadilan serta ketentraman bagi rakyat kecil”.70  
 
B. Awal Berdirinya Rumah dan Hotel 
Semenjak kehadiran bangsa-bangsa Eropa di abad ke-16, mereka leluasa membangun 
pemukiman dengan gaya hidup seperti di Eropa. Citra peradaaban kulit putih yang dibangun 
selama masa kolonialisasi Portugis diteruskan oleh orang Belanda dengan membangun kota-kota 
bernuansa Eropa. Meski telah berlangsung beberapa puluh tahun, pemukiman Eropa yang tersebar 
di sepanjang pantai atau pusat-pusat kota yang bergaya Eropa belum secara langsung 
mempengaruhi dan terpengaruh budaya masyarakat pribumi dan sekitarnya yang masih hidup 
secara tradisional.71 
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Proses alkulturasi budaya bermula dari penyesuaian bentuk rumah dan pernikahan dengan 
wanita pribumi berpengaruh terhadap suami dan anak-anak yang mereka hasilkan.72 Proses 
kehidupan mereka sedikit demi sedikit, lama kelamaan membentuk suatu image yang berasal dari 
kehidupan rumah tangga tersebut. Percampuran budaya juga terjadi akibat pergaulan atau 
hubungan dengan para penguasa setempat dan petinggi-petinnggi pemerintah kolonial. 
Percampuran budaya tersebut pada akhirnya disebut sebagai kebudayaan indis yang merupakan 
definisi atau istilah dari percampuran atara kebudayaan Eropa, Jawa dan sedikit kebudayaan 
tertentu dari orang Cina peranakan.73 
Mangkunegoro VI mulai memerintah kerajaan Mangkunegaran pada tanggal 21 
November 1896. Selain sebagai Raja, Mangkunegoro VI juga menjadi komandan Legiun yang 
bergelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegoro VI dan Kolonel Commandant van 
het Legioen van Mangkoenagoro. Jasa-jasa Mangkunegoro VI sangat besar terhadap pembangunan 
negara. Karena jasa-jasanya pada tahun 1898, Mangkunegoro VI menerima penghargaan dan 
pujian dari pemerintah Belanda karena keahliannya memegang keuangan kerajaan Mangkunegaran 
sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keuangan 
Mangkunegaran.  
Prioritas utama yang diperhatikan Mangkunegoro VI adalah keadaan kerajaan yang 
sangat lemah keuangannya dan menambah kesejahteraan rakyat Mangkunegaran (Ryks 
onderhoorigen) agar hidup aman dan sentosa. Sebagai dasar dari usaha pemerintahaannya adalah 
hidup sederhana dan percaya kepada kekuatan sendiri, jujur, menepati janji, teliti, disiplin, patuh 
pada peraturan. Ketika membangun kerajaan yang sedang mengalami krisis keuangan maka tetap 
diusahakan agar tetap survive atau bertahan dengan cara menghemat pengeluaran-pengeluaran 
keuangan kerajaan Mangkunegaran. Krisis keuangan dapat teratasi dengan mulai melepaskan diri 
dari kekuasaan/pengaruh Kraton Kasunanan dengan mengembalikan tanah warisan, menyelesaikan 
perselisihan urusan tanah, berusaha mengembalikan kekuasaan atas keuangan kerajaan 
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Mangkunegaran yang pada saat itu masih di bawah kekuasaan pemerintah Belanda kemudian 
melunasi hutang-hutang kerajaan Mangkunegaran terhadap pemerintah Belanda.74 
 Setelah keadaan ekonomi Mangkunegaran mulai membaik, Mangkunegoro VI mulai 
melakukan pembangunan-pembangunan negara antara lain: menangggulangi banjir yang sering 
melanda kota Solo dengan membuat terusan, memperbaiki kampung-kampung dan melebarkan 
jalan, membangun rumah-rumah tempat pengungsian, mengadakan penerangan kota dengan 
lampu-lampu listrik, membangun jalan-jalan yang menghubungkan desa-desa, mulai membangun 
jalan besar di luar ibukota yang dibiayai oleh Kerajaan Mangkunegaran, 75 mendirikan perusahaan 
yang tugasnya menyewakan rumah-rumah, badan yang mengurusi ada di kota Semarang.76 Rumah 
yang disewakan atau loji-loji didirikan di kampung Villapark sebagai salah satu aset 
Mangkunegaran.77 
Pada masa Mangkunegoro VI loji-loji Villapark merupakan rumah mewah yang hanya 
diperuntukkan oleh orang-orang Eropa sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 1 
November 1913, orang-orang pribumi tidak boleh menempati kawasan ini. Secara historis kota 
kolonial tersebut memisahkan pemukiman penduduk berdasarkan garis warna. Namun pada 
perkembangan berikutnya tidak lagi membagi berdasarkan ras (etnis). Hal tersebut terbukti dengan 
diperbolehkanya Sastrosoeratmo bertempat tinggal di kawasan ini dengan izin Direktur M.N. 
Rijskwaterstaat tertanggal 29 Desember 1936 No. 5/27.78 
Pertumbuhan permukiman di Villa Park juga disertai dengan segala infrastruktur yang 
dibutuhkan bagi orang-orang Eropa yang tinggal di tempat tersebut. Kebutuhan infrastruktur ini 
terdiri atas fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah, kesenian, dan kebudayaan. Pada tahun 1930-an 
terjadi adanya suatu perubahan di Kota Mangkunegaran, permukiman orang-orang Eropa tidak 
lagi sepenuhnya dimiliki oleh orang-orang Eropa saja. Memang pada awalnya daerah Villa Park 
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merupakan daerah yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda, namun karena perkembangan 
dan kemajuan zaman telah membuat golongan pribumi masuk ke dalam lingkungan tersebut. Hal 
ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1913.79 Pada tahun 1942 
kawasan Villa Park berubah namanya menjadi Banjarsari. 
 
C. Pembangunan Rumah-Rumah di Mangkunegaran  
Pada Masa Mangkunegoro VII 
 Mangkunegaran memiliki beberapa perusahaan modern yang sebagian besar di bawah 
pimpinan orang-orang Eropa. Perusahaan-perusahaan ini tercantum dalam Rencana Anggaran 
Belanja Swapraja Belanda. Swapraja pada mata anggaran “Ryksondernemingen” (Perusahaan-
Perusahaan Swapraja). Perusahaan-perusahaan itu adalah pabrik-pabrik gula. Pabrik gula yang 
pertama adalah Colomadu didirikan pada tahun 1863 dan yang kedua adalah Tasikmadu didirikan 
pada tahun 1972. Pabrik-pabrik tersebut sangat baik pengelolaannya dan termasuk paling modern 
di pulau Jawa.80 
 Setelah pemerintahan Mangkunegoro VI, pembangunan rumah di kota Mangkunegaran 
kemudian dilanjutkan oleh Mangkunegoro VII. Pada bulan Agustus 1917, ditandatangani 
perjanjian dengan pemborong yaitu Firma De Neys en Moulemans, Karstens, Lutjens en 
Toussaint. Harga borongan f 200.000 tetapi biaya seluruhnya termasuk biaya pengawasan dan 
pembangunan jalan dan lain-lain menjadi f 225.000. Selain itu juga ada yang bertugas sebagai 
pengawas yang mengontrol pekerjaan agar pekerjaan menjadi lancar.81 
 Namun pekerjaan pemborong tidak sesuai yang diharapkan, pekerjaan yang dilakukan 
sangat lambat maka dari itu perjanjian dengan pemborong Firma de Neys en Meculemans 
dibatalkan. Komisi memutuskan untuk menyelesaikan pembangunan tujuh buah rumah yang 
diterima dengan diawasi sendiri, dengan hasil bahwa pada akhir tahun enam buah rumah telah 
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80 Metz M, Op. Cit, hal., 61. 
 
81 Husodo Pringgokusumo, 1987, Sejarah Milik Praja Mangkunegaran, Surakarta: 
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selesai dan bisa disewakan. Dari perhitungan eksploitasi ternyata bahwa bisa mendatangkan 
keuntungan bersih f 4.000.82 
Rumah-Rumah dibangun secara bertahap di Kota Mangkunegaran. Pembangunan tidak 
hanya pada pemukiman orang-orang Eropa tapi juga di pemukiman orang-orang Pribumi. Rumah 
pemukiman orang Eropa merupakan kategori rumah mewah sedangkan di pemukiman orang-orang 
pribumi termasuk kategori rumah dengan sewa yang lebih murah. Rumah mewah dibangun di 
kampung Villapark dan rumah dengan sewa yang murah dibangun di kampung-kampung pribumi 
Toerisari (jl. Sultan Hasanuddin), Gondang (jl. Dr. Setia Budi), Kestalan, Ketelan, Poerworedjo 
(Mangkoeboemen) dan Tagoreweg. 
 
 
 
 
Tabel 1 
 
Daftar Rumah-rumah kepunyaan milik Mangkunegoro VII,  
garwa/istri dan putra-putranya yang disewakan 
 Rumah yang disewakan Lokasi/tempat Rumah Sewa Nama yang 
menyewa rumah 
Besarnya 
sewa 
A KGPAA Mangkunegoro 1. loji lor pantiwarno R.M.P. Soebanto f 20 
2. loji wetan pantiwarno R. Soegeng f 15 
3. rumah daerah brotokoara M.P. 
Soedjorofroeso 
f 25 
4. Bango lor kanal Djogodrono f 5 
B Rumah Batoetimoer 1. los tembok toerisari 6 
kamar 
1. Tn Rin Dhean 
 
 
f 10 
2. Ing Tyal Lie f 10 
3. Ing Sioe Kwie f 10 
4. Ing Sioe Djian f 10 
5.Tan Rinjo f 10 
6. Hadji Asbari R. f 10 
  2. loji toerisari Soegijanto f 17 
  3. loji bengkok 1. Oh. Tik Twie 
 
f 4 
2. Oeman (kantor 
oesaka moelio) 
f 6 
3. Oeman (kantor 
oesaka moelio) 
f 6 
4. Oeman (kantor f 6 
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oesaka moelio) 
 
5. Oh. Hel Rong f 20 
  4. loji kestalan M.R. Bw. Kroens f 20 
C R. Koesoemowardani 1. loji gondang wetan margi R. Soebadar f 10 
2. loji gondang kidul margi RM Soedijarto f 10 
3. loji kestalan Toean E Mool f 20 
D B.R.M.H. 
Hamidjojosaroso 
loji poerworedjo 
(mangkubumen) 
Widiokardono f 15 
E B.R.M.H. Hamidiapsanto Loji mangkubumen lor Dr. Astrohoesodho f 40 
F B.R.M. Sandjojo 
Natosoepardjo 
Loji gondang ketelan Toewan. J. 
Gaelliearl 
f 20 
 f 300 
Arsip Mangkunegaran, ”Berkas Daftar rumah-rumah milik Mangkunegoro VII, garwa/istri, dan 
putra-putranya yang disewakan tahun 1941”,  Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran. Kode C. 
99. 
 
Pada tabel 3 menjelaskan loji-loji sewa yang berada di kota Mangkunegaran. Penyewa 
yang mendiami bukan hanya dari orang-orang Eropa tapi juga orang-orang Cina, Arab dan orang-
orang pribumi. Besarnya sewa bermacam-macam sesuai dengan bentuk dan perlengkapan rumah. 
Selain disewa sebagai tempat tinggal Rumah - Rumah tersebut ada juga yang digunakan sebagai 
Kantor. 
Tabel 2 
Tambah atau berkurangnya pemilikan Rumah di Kota Mangkunegaran 
 
Tahun 
Tambah (+) atau 
berkurangnya (-) 
jumlah rumah 
Jumlah rumah akhir 
tahun 
1917 +3 3 
1918 +7 10 
1919 +1 11 
1920 +1 12 
1921 +3 15 
1924 +3 18 
1925 +1 19 
1927 +9 28 
1928 -1 27 
1929 +1 28 
1930 +1 29 
1934 +1 30 
1935 +1 31 
1937 +1 32 
Sumber: A.K Pringgodigdo, 1987, “Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran”, 
Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal. 206. 
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Tabel di atas menjelaskan pembangunan Rumah pertama kali dibangun pada tahun 1917 
yang berjumlah tiga buah. Rumah tersebut dibangun di kampung Pribumi Toerisari.83 Pada tahun 
1918 untuk mempercepat penambahan rumah dengan cara membeli rumah di dekatnya sehingga 
pada tahun ini rumah bertambah tujuh buah dan semuanya berjumlah sepuluh rumah. Setiap tahun 
rumah terus dibangun sampai pada tahun 1927 rumah berjumlah 28 buah. Tahun ini merupakan 
tahun tertinggi pembuatan rumah, paling tinggi yaitu mencapai sembilan rumah. Tahun berikutnya 
rumah berkurang satu buah tidak dapat dihuni sehingga jumlah rumah pada tahun ini menurun 
menjadi 27 rumah. Sampai pada tahun 1937 rumah hanya bertambah satu buah tiap tahun dengan 
jumlah 32 rumah. 
Tahun 1920 dan 1930 an menunjukkan kemajuan perkembangan yang mencoba 
memadukan unsur-unsur tradisional arsitektur Hindia Belanda dengan teknologi baru dan prinsip-
prinsip arsitektur Modernisme dari Eropa. Atap pribumi tetap digunakan seperti aslinya sementara 
banyak terjadi perpaduan gaya Eropa dan pribumi dalam teknik-teknik bangunan.84 Pembangunan 
rumah Mangkunegoro VII juga menerapkan perpaduan antara gaya Jawa dan gaya Eropa tersebut. 
Arsitektur gaya Eropa dianggap lebih maju dan memiliki karakteristik dan corak yang khas dengan 
jendela dan pintu yang besar-besar. 
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Gambar 1 menjelaskan Rumah tersebut telah menggunakan gaya Eropa. Atap rumah telah 
disesuaikan dengan gaya tradisional Jawa. Rumah yang dibangun harus terdiri dari kamar tidur, 
ruang tamu, toilet, wc, dapur, ruang makan dan teras. Pembuatan dinding telah memakai konsep 
dinding pemikul atau Bearing Wall. Bearing Wall merupakan konsep dinding dengan struktur 
bangunan yang jauh lebih kuat karena ketebalan dinding dibuat lebih tebal. Rumah ini lebih tahan 
terhadap goncangan gempa bumi dan tahan terhadap bencana lain seperti terpaan angin kencang 
dan banjir. 
 Konsep rumah harus ada pada rumah-rumah yang disewakan. Balkon harus ada pada 
setiap rumah. Kamar juga harus di atur sesuai dengan aturan-aturan: 
a. Bentuk/tipe kamar yang akan digunakan untuk tidur, luasnya diukur dari dalam tidak 
termasuk tembok setidaknya 9 m2 
b. Jika rumahnya kecil atau dapur dan sebagainya, luasnya kamar setidaknya 6 m2 
c. Kamar yang akan digunakan ditentukan sebagai berikut:  
1. Apabila pembuangan air / jerambah luasnya 6 m2, 9 m2 tingginya 2,75 m 
2. Jika pembuangan air 9 m2 atau 12 m2 tingginya  3 m 
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Surakarta, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran. Kode C.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gb. 1. Konsep bentuk luar dan bentuk dalam Rumah Sewa Mangkunegaran 
Sumber: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran85 
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3. Jika pembuangan air lebih dari 12 m2 tingginya 3,25 m 
d. Tingginya kamar diukur dari bagian depan jerambah/buangan air sampai bawah atau jika 
ditarik ke bawah menggunakan kayu untuk sambungan berada di bawah blandar, kayu 
yang digunakan untuk sambungan tidak dianggap blandar apabila tingginya tidak sama 
maka harus menentukan tinggi serta besarnya kamar sesuai dengan luasnya lantai persegi. 
e. Aturan yang terdapat pada no. 1, 2, dan 3 dalam bab ini tidak berlaku pada rumah yang 
dibuat dari bahan yang mudah rusak atau rumah yang tidak menggunakan pondasi atau 
kerangka atap yang kuat atau yang lainnya dari bahan yang mudah rusak.86 
Keluarga orang-orang Eropa sangat menyukai rumah dengan taman yang mewah agar 
dapat dijadikan tempat bermain anak-anak, tetapi tidak semua orang-orang Eropa sanggup 
membayar sewa dengan harga yang tinggi. Dalam menunjang aktifitasnya, orang-orang tersebut 
menyewa rumah dan kamar-kamar sebagai tempat tinggal mereka.87 Begitu juga di 
Mangkunegaran, Mangkunegoro VII membangun taman di Perkampungan Eropa khusunya di 
Villapark. Rumah-rumah di Villapark mempunyai harga sewa yang lebih tinggi daripada di 
Perkampungan Pribumi karena memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap seperti sekolah, 
kantor polisi, tempat peribadatan, transportasi dan lain-lain. 
                                                          
86 Rijksblad Mangkunegaran, 1925, bab 21 tentang Aturan Pembuatan dan Perbaikan 
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87 Barwegen, Martine dan Freek Columbijn, 2005, Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-
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Gb. 2. Rumah-Rumah Villapark tahun 1930-an yang di bangun di Perkampungan Eropa 
 Kota Mangkunegaran 
Sumber: Djogja en Solo, Bleed van de Vostenlanden dan Dokumentasi KITLV 
 
Pada pola pemukiman di Praja Mangkunegaran, konsep pembuatan jaringan jalan 
dibangun menurut model tata ruang Eropa yang telah meninggalkan konsep arah jalan tradisional. 
Daerah kota Mangkunegaran menunjukkan model pembangunan jalan bergaya Eropa dengan 
pembuatan taman-taman di antara pertigaan dan perempatan jalan.88 
Ruang terbuka umum dan pertamanan memegang peran penting sebagai daerah resapan 
air dan sebagai jantung kota terutama untuk meyaring udara kotor. Kawasan perumahan yang asri 
dengan garden city pada waktu itu juga menjadi primadona. Lingkungan kota yang panas akibat 
diminimalisir dengan pembangunan kawasan tersebut. Penempatan pepohonan yang rindang 
merupakan  kebutuhan kota yang semakin hari semakin panas dan pengap serta mencitrakan 
sebuah kawasan yang asri dan indah. Villapark dengan taman di tengah-tenggah komplek 
perumahan elit biasa digunakan untuk rekreasi atau sarana interaksi antar penghuni dipemukiman 
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tersebut. Sebagai sarana interaksi diharapkan segredasi sosial yang ada akan luntur karena pada 
masa itu kawasan ini sudah boleh ditempati selain orang Eropa.89 
Tata letak rumah Villapark dibuat sangat teratur. Konsep peletakan rumah, taman dan 
jalan terlihat mengikuti keadaan topografi, kemiringan-kemiringan dan belokan-belokan yang ada. 
Pembagian tanah dan arah jalan yang terdiri dari dua kategori (utama dan sekunder), selain itu 
rumah dibuat mengikuti pembentukan jaringan jalan yang dibuat sedemikian rupa sehingga rumah-
rumah di kawasan ini menghadap kesegala arah. Jalan pada bagian utara kawasan ini membentuk  
jalan perlimaan (Proliman) yakni proliman Banjarsari dan proliman Balapan. Konsep ini tidak 
ditemui pada konsep Jawa yang umumnya rumah menghadap kearah utara atau selatan dan 
jaringan jalan selalu membentuk perempatan.90  
                                                          
89 Sri Asih, Op. Cit, hal., 112. 
 
90 Ibid, hal., 113. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gb. 3. Hotel Gondang dan Hotel Poerworedjo tahun 1930an yang di bangun  
di Perkampungan Pribumi Kota Mangkunegaran 
Sumber: Dokumentasi KITLV 
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Rumah-rumah tersebut memiliki ciri bentuk bangunan dengan ukuran besar dan luas. 
Kemegahan rumah terlihat dari berbagai ragam hias yang terdapat didalam rumah, ditambah 
dengan penataan halaman dan lingkungan sekeliling yang rapi dan kelengkapan berbagai perabot 
rumah tangga yang mewah.91 
Untuk melindungi sengatan terik matahari, dinding–dinding tembok dibuat tebal dari batu 
alam atau bata merah sementara untuk menangulangi udara basah dan lembap rumah-rumah 
tersebut dibuat tinggi atau berlantai dua. Detail dari bangunan diperhatikan betul mulai dari 
pengunaan kayu, pemlesteran dinding, pemilihan lantai dan berbagai perhatian terhadap detail-
detail dokoratif ruangan mulai dari pintu, pengecatan dinding, pemasangan plafond, pemilihan 
meubeler, pemasangan jendela dengan kaca patri, penempatan lubang angin serta tempias untuk 
menahan terpaan air hujan dan terik matahari diperhatikan betul-betul oleh pemilik rumah. Bahkan 
tak jarang mereka menandai suatu fungsi ruangan dengan membedakan warna atau cat dinding dan 
lantainya. 
Kelengkapan rumah tinggal juga diisi oleh perkakas-perkakas yang bagus seperti 
meubeler dan barang-barang mewah yang dibeli dari pedagang-pedangang Belanda seperti almari, 
kursi, meja, kursi malas, tempat berhias, lampu gantung kristal dan lain sebagianya. Mereka juga 
senang mengisi rumah meraka dengan piring dan cangir porselin, hiasan ukiran, foto-foto maupun 
lukisan.92 
Pengaruh Eropa dalam bangunan tempat tinggal nampak jelas pada pemakaian bahan 
bangunan, bentuk bangunan serta ornamen-ornamen pada ruangan. Sebelumnya bahan-bahan yang 
biasa digunakan untuk membangun rumah berupa bambu yang dianyam sebagai didinding, atap 
dari dedaun (alang-alang) adapula yang sudah memakai genting dan umumnya berlantai tanah.93 
 
D. Produktivitas Rumah Dan Hotel 
1. Persewaan Rumah Dan Hotel  
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93 Tiknopranoto dan Mardisuwignyo, Sejarah Kutha Sala: Kraton Solo, Bengawan Sala, 
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 Pemasangan listrik di Surakarta dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1901. Perusahaan 
listrik swasta NV Solosche Electriciteit Maatschappij (SEM) ini terlibat dalam pengelolaan, 
pengadaan dan perawatan lampu-lampu jalan, kemudian berkembang menjadi distributor listrik 
untuk instalasi Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, perkantoran-perkantoran Pemerintah 
Hindia Belanda, perusahaan umum serta pabrik-pabrik perkebunan. Kuartal pertama tahun itu juga 
SEM sudah mulai menghasilkan listrik-listrik yang disalurkan ke rumah-rumah pelanggan dari 
pabriknya yang berada di kampung Purwasari, sisi barat Kota Surakarta.94  
Dalam menjaga agar tidak tersengat oleh jaringan kabel bertegangan tinggi maupun 
rendah maka dalam hal ini pemerintah Mangkunegaran mengeluarkan kebijakan agar kabel listrik 
yang menuju ke rumah-rumah konsumen di atur. Kabel listrik tersebut harus berada pada 
ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Kabel-kabel listrik yang berada di areal pemukiman ini 
diberikan tanda peringatan yang berupa papan kayu bertuliskan menggunakan tiga bahasa yaitu 
bahasa Jawa, Melayu dan Belanda. Diharapkan peringatan ini masyarakat waspada serta tidak 
melakukan hal-hal yang dapat merugikan dan menganggu kepentingan umum.95  
Listrik menggantikan posisi aeroqeen (gas alam) dan minyak untuk gedung-gedung 
penting di kota, rumah-rumah di kawasan pemukiman Eropa dan kawasan pemukiman Pribumi 
Kota Mangkunegaran. Penerangan jalan dan penerangan di kawasan perumahan merupakan salah 
                                                          
94 Arfani Muhammad Sofyan, 2007, Skripsi: Pengaruh Perusahaan Listrik Solosche 
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Gb. 4. Instalasi Listrik pada kawasan Rumah-Rumah Eropa Villapark  
Kota Mangkunegaran tahun 1930 
Sumber: Djogja en Solo 
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satu langkah Mangkunegoro VII agar persewaan rumah dapat meningkat karena alat-alat listrik 
sudah dapat dipakai di rumah-rumah yang mereka tinggali. Namun penyewa rumah tidak boleh 
semena-mena terhadap bentuk maupun fasilitas-fasilitas yang ada di dalam  rumah sesuai dengan 
peraturan: 
a. Saya sanggup membayar uang sewa tiap-tiap bulan f. 15 (lima belas rupiah) bayar di 
muka (vooruit betales) dan seterusnya setiap bulan uang sewa saya bayar pada hari 
dan bulan Belanda yang telah ditentukan. 
b. Apabila saya akan pindah tempat, kurang satu bulan sebelum pindah, saya harus 
sudah memberi tahu terlebih dahulu pada pemilik rumah yang menyewakan. 
c. Apabila ada kepentingan dengan rumah yang disewakan tersebut, kurang satu bulan 
sebelumnya saya harus diberitahu, kemudia saya harus pindah mengosongkan rumah 
secara baik-baik. 
d. Selama saya tinggal di rumah sewa, sata tidak boleh menambah atau merusak 
perlengkapan rumah. 
e. Sewaktu-waktu uang persewaan dapat berubah, uang sewa akan dinaikkan, dan saya 
sanggup untuk membayar kenaikan uang tersebut. 
f. Apabila saya melanggar atau tidak menepati perjanjian ini, saya bersedia diusir oleh 
yang berwajib, dan akan pergi mengosongkan rumah yang saya sewa secara baik-
baik.96 
 Persewaan rumah di Kota Mangkunegaran berjalan lancar, mulai tahun 1932 timbul 
kesukaran-kesukaran karena para penyewa untuk menghemat meninggalkan daerah Villapark yang 
mahal itu untuk menyewa rumah yang lebih murah di tempat lain. Dengan mempertimbangkan 
bahwa penghasilan orang pada umumnya berkurang akibat krisis, maka agar para penyewa tidak 
pindah dan agar rumah-rumah yang sudah kosong mudah terisi lagi, maka mulai tanggal 1 Juli 
tahun itu uang sewa diturunkan 10%. Akan tetapi ada beberapa sebab sehingga tidak dapat 
menghalangi bertambahnya jumlah rumah yang kosong.97 
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 Diberlakukannya tarif listrik yakni sebesar 2 sen perKWH maka tidak lantas 
pemakaiannya menjadi tidak terkendali akan tetapi berprinsip pada penghematan. Pihak SEM 
mengeluarkan kebijakan untuk pemakaian listrik apabila suatu pelanggan mempergunakan tenaga 
listrik melebihi batas yang ditetapkan, maka tarif listrik untuk kelebihannya menjadi lebih mahal. 
Upaya ini dilakukan dengan maksud untuk membatasi pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan. 
Hal ini disebabkan oleh kondisi pusat-pusat pembangkit tenaga listrik dan jaringan aliran listrik 
masih belum mampu menyediakan dan menyalurkan tenaga listrik kepada konsumen yang 
meningkat permintaannya. Standar tarif listrik yang dikelola oleh NV SEM. Dikelompokkan 
menjadi empat golongan tarif terdiri dari: 
a. Tarif tersebut juga ditentukan oleh beban pemakaian konsumen atau daya yang terpasang. 
Untuk daya yang terpasang telah ditetapkan dengan menyesuaikan Tarif A sedikit-
sedikitnya 100 VA, untuk penyesuaian tarif Me minimum 200 VA, dan penyesuaian tarif 
B1 maksimum 200 VA. 
b. Tarif He khusus akan dikenakan atau diberlakukan untuk penerangan rumah dan 
keperluan rumah tangga yang lain. 
c. Tarif D diberlakukan untuk tujuan-tujuan penerangan jalan. 
d. Tarif E golongan tarif yang diperuntukkan bagi hotel dan industri.98 
Orang-orang asing dan masyarakat kelas atas dikenakan tarif yang berbeda, pembayaran 
bulanan untuk listrik cukup tinggi, sebesar 20-30 sen setiap lampu.99 Tarif dasar listrik tersebut 
jelas memberatkan para pelanggan listrik perumahan. Terlebih pada pemukiman-pemukiman 
orang Pribumi dan Eropa yang pemakaian listriknya sangat banyak.  
 Pada tahun 1935 uang sewa diturunkan lagi, dan jika seseorang hendak menyewa lagi, 
maka uang sewanya pun diturunkan banyak. Karena terdesak oleh keadaan, maka pada tahun 1936 
uang sewa diturunkan lagi. Dan itu dilanjutkan pada tahun 1937. untuk kemudahan para penyewa 
maka pada tahun 1936 sebagai percobaan pada lima buah rumah, instalasi listrik mulai tahun itu 
berstatus milik sendiri. Ini menguntungkan para penyewa, sebab rekening listriknya menjadi lebih 
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murah. Pada tahun 1937, tujuh buah rumah diganti lagi instalasi listriknya menjadi milik sendiri. 
Tindakan-tindakan tersebut mungkin menjadi sebab lebih mudahnya penyewaan rumah-rumah.100 
Tabel 3 
Angka-angka banyaknya bulan rumah-rumah tidak disewa 
Tahun 
Jumlah rumah yang kosong 
(tidak disewa) 
 1 bulan atau lebih 
Jumlah bulan rumah-rumah 
kosong tidak disewa 
1927 8  rumah 21    bulan 
1928 8  rumah 21 ½ bulan 
1929 6  rumah 28 ½ bulan 
1930 10 rumah 19 ½ bulan 
1931 3  rumah 4       bulan 
1932 9  rumah 45 ½ bulan 
1933 11 rumah 60     bulan 
1934 14 rumah 70     bulan 
1935 17 rumah 84 ½ bulan 
1936 9  rumah 38     bulan 
1937 9  rumah 26 ¾ bulan 
Sumber: A.K Pringgodigdo, 1987, “Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran”, 
Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal. 207. 
 
Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa diturunkannya sewa berpengaruh baik terhadap persewaan. 
Dari laporan-laporan tidak dapat diperoleh data berapa besarnya uang sewa dari masing-masing 
rumah. Jumlah rumah kosong yang tinggi dimulai tahun 1932 sampai tahun 1935 mencapai 84 ½ 
bulan. 
Tabel 4 
Indeks sewa rumah di Solo 
Golongan Sewa Rumah tahun 1929 
1 Januari 0 s/d f 15 
(21) 
f 15  
s/d f 30 
(40) 
f 30  
s/d f 60 
(34) 
f 60  
s/d f 100 
(36) 
f 100  
s/d f 150 
(15) 
f 150 ke 
atas 
Jumlah 
(146) 
1929 100 100 100 100 100 - 100 
1930 100 100 100 100 100 - 100 
1931 98,60 99,49 99,16 98,92 100 - 99,33 
1932 97,15 87,96 92,74 94,27 95,75 - 93,95 
1933 89,59 75,80 82,40 84,10 84,96 - 83,45 
1934 85,47 68,89 70,11 76,88 75,75 - 74,76 
1935 77,91 63,38 62,21 65,42 67,61 - 65,53 
1936 69,19 53,65 52,79 56,28 60,18 - 56,80 
1937 61,40 50,47 49,16 52,46 53,81 - 52,24 
1938 60,11 49,18 50,62 52,38 52,29 - 51,72 
Sumber: A.K Pringgodigdo, 1987, Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran, 
Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal. 207. 
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Tabel di bawah di atas memberikan gambaran sedikit mengenai persewaan rumah di Solo sesudah 
tahun 1929 menurut data-data dari Biro Pusat Statistik (Centraal Kantoor voor de Statistiek). 
Dalam pada itu perlu dicatat bahwa rumah-rumah yang disewakan oleh Mangkunegaran termasuk 
golongan rumah yang sewanya antara f 60 – f 100 dan antara f 100 – f 150. f 60 – f 100 adalah 
golongan sewa rumah yang berada di perkampungan pribumi sedangkan f 100 – f 150 merupakan 
golongan sewa rumah yang berada di perkampungan Villapark. Berdasarkan angka-angka tersebut 
sewa rumah dari dua perkampungan tersebut tahun 1929 sampai tahun 1939 semuanya mengalami 
penurunan. 
2. Laba Dan Rugi 
Sewa rumah 22 kota di seluruh negeri menurun  antara tahun 1929 dan 1932  rata-rata 
hampir mencapai 40 persen. Penurunan terjadi di kota-kota kecil dan yang paling besar adalah di 
kota-kota besar. Tahun 1930 merupakan masa depresi ekonomi, banyak orang menjadi 
pengangguran dan khawatir dengan situasi ekonomi. Rumah-rumah dengan kategori sewa mahal 
banyak yang ditinggal dan pindah ke rumah dengan sewa yang murah.101 Hal ini juga berpengaruh 
terhadap rumah-rumah di Kota Mangkunegaran. Akibat dari depresi ekonomi tahun 1930 rumah-
rumah mewah banyak yang kosong tidak disewa. Perusahaan Rumah Mangkunegaran banyak 
mengalami kerugian. 
 Hasil usaha rumah di kota Mangkunegaran bertahun-tahun dipengaruhi oleh biaya 
pemeliharaan yang berat (bukan pemeliharaan biasa, tetapi juga perbaikan-perbaikan) akibat dari 
keadaan tanah, tempat berdirinya rumah-rumah itu. Khususnya banyak kerusakan akibat tanah 
yang retak dan tanah yang ambles. Tiap laporan memberitahukan adanya reparasi yang diperlukan 
karena lantainya ambles (menurun), dinding yang retak demikian pula fondasinya. Pada tahun 
1928 bahkan sebuah rumah harus dibongkar sama sekali karena tanahnya ambles. Rumah itu pada 
tahun 1929 kemudian dibangun kembali.102 
 Sebenarnya laporan tahun 1929 mewartakan, bahwa sudah banyak sekali yang telah 
mengalami reparasi besar-besaran, sehingga dapat diperkirakan bahwa tanah ambles tidak akan 
terjadi lagi sehingga pemeliharaan tinggal yang bersifat biasa saja, namun pada tahun 1930 banyak 
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102 Pringgodigdo A.K, Op. Cit, hal., 208. 
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sekali biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki dinding dan fondasi. Pada tahun itu diputuskan 
agar dinding dan fondasi tidak sering mengalami keretakan, maka tanahnya dimusim kemarau 
dibuat basah, dengan jalan pada rumah-rumah yang bersangkutan membuat got-got dari beton di 
atas dasar pasir, dan got-got itu diisi dengan air secara periodik. Laporan tahun 1933 menyebutkan 
bahwa cara tersebut berhasil. Laporan tahun 1935 menunjukkan, bahwa di tahun itu masih ada 
lantai yang ambles dan dinding-dinding serta fondasi yang retak, tetapi itu hanya terjadi pada satu 
rumah saja. Laporan tahun 1936 menerangkan, bahwa hanya biaya untuk pemeliharaan biasa saja 
yang dikeluarkan, jadi untuk melabur, mengecat, perbaikan genting, plafond, dan lantai yang kecil-
kecil saja. Juga pada tahun 1937 tidak ada kesusahan atau keluhan mengenai keadaan tanah. 
 Reparasi-reparasi tersebut dengan sendirinya mengurangi banyaknya keuntungan, dan 
bahkan menimbulkan kerugian. Dengan sendirinya angka-angka akhir dari tahun-tahun terdahulu 
tidak dijadikan perbandingan, karen akibat dari sering bergantinya kebijaksanaan mengenai 
penyusutan, penyusutan ekstra dan perhitungan dari bunga modal yang ditanam. Keadaan seperti 
itu juga terdapat pada unit-unit lain dari Dana Milik. Pada tahun 1927 penyusutan dinaikkan dari 
2% menjadi 4%, akan tetapi pada tahun 1928 dikembalikan lagi menjadi 2% lagi. Penyusutan 
besar yang bersifat ekstra sehubungan dengan adanya tanah ambles terjadi pada tahun 1928 
(sebanyak f 7000) dan tahun 1929 (sebanyak f 3000). Bunga sebesar 5% dari modal yang 
diinvestasikan pada tahun 1927, yang dibebankan pada eksploitasi “agar dapat ditelusuri apakah 
cara penanaman modal seperti ini memberikan bunga yang normal”, pada tahun 1928 sudah 
ditinggalkan. Pada tahun 1921 dan 1922 juga diperoleh bunga dari modal.103 
 Angka-angka yang tertera di bawah ini merupakan ikhtisar dari banyak laba yang 
diperoleh serta rugi yang diderita. 
Tabel 5 
Laba dan rugi dari Usaha Rumah di Kota Mangkunegaran (kali f 1000) 
Tahun Bruto Laba (+) atau 
rugi (-) 
Dari angka itu dikurangi untuk: 
Gratifikasi Bunga modal yang 
ditanam 
1918-1929 + 57,6 3,7 37,5 
1930-1937 + 38,7 - - 
Jumlah + 96,3 3,7 37,5 
Sumber: A.K Pringgodigdo, 1987, “Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran”, 
Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal. 209. 
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Tahun 1918 sampai 1929 merupakan laba yang paling banyak diperoleh harga sewa 
masih tinggi sehingga dapat diperoleh bruto laba f 57600. tahun 1930-1937 mengalami penurun 
karena berbagai faktor yang mempengaruhi kekosongan rumah sehingga bruto laba yang diperoleh 
hanya f 38700. 
3. Nilai Rumah 
 Nilai beli rumah-rumah beserta segala sesuatu yang menjadi bagian rumah-rumah itu 
yang tercatat pada neraca menunjukkan jumlah yang telah dikeluarkan ketika membeli atau ketika 
menambahkannya.  Beberapa kali reparasi yang dibukukkan pada perhitungan modal, tidak 
merusak angka-angka itu. Kalau diperhitungkan bahwa pada akhir tahun 1917 nilainya sebesar f 
62.000 (yang f 57.000 nilai rumah-rumah), maka dapat dihitung bahwa dari tahun 1918 sampai 
1937 uang sebanyak f 496.522 telah dinvestasikan ke dalam usaha rumah-rumah itu. Uang reparasi 
tidak termasuk dalam angka itu.104 
 
 Jika pengeluaran-pengeluaran besar dibandingkan dengan alat / keuangan yang tersedia, 
maka yang terlihat adalah sebagai berikut: 
Tabel 6 
Neraca Laba Rugi 
 Jumlah uang yang tersedia  
Tahun Netto  
laba(+) 
atau  
rugi (-) 
Penyusutan Bunga 
modal yang 
ditanam 
Jumlah 
2 s/d 4 
Besar 
pengeluaran 
Saldo 
5 minus 6 
1 2 3 4 5 6 7 
1918-1929 +16,4 65,9 37,5 +119,8 427,5 -307,7 
1930-1937 +38,7 83,4 - +122,1 69,00 +  53,1 
1918-1937 +55,1 149,3 37,5 +241,9 496,5 -254,6 
Ket: semua jumlah uang dikalikan f 1000 
Sumber: A.K Pringgodigdo, 1987, “Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran”, 
Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal. 210. 
 
 Dari angka-angka tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa Usaha rumah 
Mangkunegaran sesungguhnya tidak dapat memperoleh kembali modal yang ditanam, akan tetapi 
dalam periode 1930-1937 teleh dilewatinya dengan baik. Hasil-hasil tersebut mempunyai aspek 
yang lebih baik, kalau diingat bahwa investasi di Kota Mangkunegaran itu mempunyai tujuan 
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sampingan, yakni menciptakan suatu pusat tempat tinggalnya orang Belanda di Kota 
Mangkunegaran. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
Surakarta ditunjang dengan sarana perekonomian yang sangat maju antara lain masuknya 
listrik Solosche Electriciteit Maatschappij, transportasi kereta trem yang sudah maju, dan pusat-
pusat hiburan penunjang kota yang lahir tidak lepas dari pengaruh budaya asing dan gaya hidup 
Barat yang modern, Salah satu budaya hiburan Eropa yang muncul dan diperkenalkan di Surakarta 
adalah dibangunnya gedung-gedung bioskop, yang kemudian menjadi kegemaran warga kota 
Surakarta. Gedung bioskop yang sering dikunjungi oleh orang-orang Eropa dan Belanda adalah 
Gedung Nieuw Bioscoop yang terletak di perempatan Pasar Pon dan gedung bioskop Schouwburg 
Poerbajan yang terletak di sebelah utara kantor Residen di tepi Sungai Pepe. 
Adanya perkembangan dan perekonomian kota Surakarta yang telah maju, peningkatan 
perekonomian Praja Mangkunegaran lalu ditempuh dengan  mendirikan perusahaan Rumah dan 
Hotel tahun 1917 pada masa pemerintahan Mangkunegoro VII (1916-1946). Latar belakang 
berdirinya Perumahan dan Hotel adalah sebagai usaha untuk menambah keuangan Praja 
Mangkunegaran. Hal tersebut ditempuh dengan memanfaatkan lahan di Mangkunegaran dengan 
jumlah penduduk yang padat dan sarana perekonomian yang memadai. Rumah-rumah yang 
disewakan oleh Mangkunegaran dibangun di kampung-kampung Eropa dan kampung-kampung 
Pribumi. 
Hasil usaha rumah di kota Mangkunegaran bertahun-tahun dipengaruhi oleh biaya 
pemeliharaan yang berat (bukan pemeliharaan biasa, tetapi juga perbaikan-perbaikan) akibat dari 
keadaan tanah, tempat berdirinya rumah-rumah itu. Khususnya banyak kerusakan akibat tanah 
yang retak dan tanah yang ambles. Tiap laporan memberitahukan adanya reparasi yang diperlukan 
karena lantainya ambles (menurun), dinding yang retak demikian pula fondasinya. Pada tahun 
1928 bahkan sebuah rumah harus dibongkar sama sekali karena tanahnya ambles. Rumah itu pada 
tahun 1929 kemudian dibangun kembali. 
Laporan tahun 1929 menunjukkan bahwa sudah banyak sekali yang telah mengalami 
reparasi besar-besaran, sehingga dapat diperkirakan bahwa tanah ambles tidak akan terjadi lagi 
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sehingga pemeliharaan tinggal yang bersifat biasa saja, namun pada tahun 1930 banyak sekali 
biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki dinding dan fondasi. Pada tahun itu diputuskan agar 
dinding dan fondasi tidak sering mengalami keretakan, maka tanahnya dimusim kemarau dibuat 
basah, dengan jalan pada rumah-rumah yang bersangkutan membuat got-got dari beton di atas 
dasar pasir, dan got-got itu diisi dengan air secara periodik. 
Laporan tahun 1933 menyebutkan bahwa cara tersebut berhasil. Laporan tahun 1935 
menunjukkan, bahwa di tahun itu masih ada lantai yang ambles dan dinding-dinding serta fondasi 
yang retak, tetapi itu hanya terjadi pada satu rumah saja. Laporan tahun 1936 menerangkan, bahwa 
hanya biaya untuk pemeliharaan biasa saja yang dikeluarkan, jadi untuk melabur, mengecat, 
perbaikan genting, plafond, dan lantai yang kecil-kecil saja. Juga pada tahun 1937 tidak ada 
kesusahan atau keluhan mengenai keadaan tanah. 
 Reparasi-reparasi tersebut dengan sendirinya mengurangi banyaknya keuntungan, dan 
bahkan menimbulkan kerugian. Dengan sendirinya angka-angka akhir dari tahun-tahun terdahulu 
tidak dijadikan perbandingan, karen akibat dari sering bergantinya kebijaksanaan mengenai 
penyusutan, penyusutan ekstra dan perhitungan dari bunga modal yang ditanam. Keadaan seperti 
itu juga terdapat pada unit-unit lain dari Dana Milik. Tahun 1918 sampai 1929 merupakan laba 
yang paling banyak diperoleh harga sewa masih tinggi sehingga dapat diperoleh bruto laba f 
57600. Pada tahun 1930-1937 mengalami penurun karena berbagai faktor yang mempengaruhi 
kekosongan rumah sehingga bruto laba yang diperoleh hanya f 38700. 
Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Rumah dan Hotel di kota Mangkunegaran 
bertahun-tahun dipengaruhi oleh biaya pemeliharaan yang berat (bukan pemeliharaan biasa, tetapi 
juga perbaikan-perbaikan) akibat dari keadaan tanah, tempat berdirinya rumah-rumah itu. 
Khususnya banyak kerusakan akibat tanah yang retak dan tanah yang ambles. Tiap laporan 
memberitahukan adanya reparasi yang diperlukan karena lantainya ambles (menurun), dinding 
yang retak demikian pula fondasinya. Harga tarip listrik rumah yang masih sangat tinggi juga 
mempengaruhi tingkat persewaan rumah. Tarip listrik yang tinggi sangat memberatkan penyewa 
rumah. Depresi ekonomi pada tahun 1930 juga menambah permasalahan bagi perusahaan Rumah 
dan Hotel. Secara langsung depresi ekonomi dunia berpengaruh pada tingkat persewaan rumah-
rumah Mangkunegaran.  
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